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PEMERINTAH PROVINS| SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A Rivai Momor 3, liir Timur I, Palembang, Sumatera Selatan30126,
Telepon (0711) 352388, Laman www_sumselprov_go.id, Pos-elsumsel@sumselprov_go.id

Palembang, 2 Maret 2026

MNomor . B-100.1.6.1/0526/VII2026
Sifat . Penting

Lampiran -

Hal - Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

SAKIP Pemerintah Prov.
Sumsel Tahun 2025

Kepada Yth .
Seluruh Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

di-

Palembang

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Megara dan Reformasi
Birokrasi Rl Nomaor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Rewviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa
Gubernur/BupatiVValikota, Unit Organisasi Eselon | sampai dengan Unit Kerja Mandiri
harus menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah selambat-lambatnya 3 (tiga)
bulan setelah Tahun anggaran berakhir dan Hasil Evaluasi SAKIP Kemenpan RB Rl Tahun
2025.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas , diminta kepada Saudara unfuk segera
menginput data dimaksud :

1. pada Aplikasi esr.menpan.go.id yang meliputi:

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Renstra

KU

Pohon Kinerja (lainnya)
f.  Rencana Kinerja Tahunan / Renja 2026

2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah agar di publikasikan ke

media sosial Perangkat Daerah/sumselprov.go.id.

Data poin 1 dan 2 di input / sampaikan paling lambat 30 Maret 2026.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

oen W

Sekretaris Daerah,

Edward Candra

Tembusan Yth :
Gubernur Sumatera Selatan




PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN

A REKOMENDASI

i PERENCANAAN KINERJA




PEMERINTAH PROVINSI

SUMATERA SELATAN

REKOMENDASI PERENCANAAN KINERJA

CATATAN TEMUAN

URAIAN REKOMENDASI

Setiap unit/satuan kerja belum sepenuhnya
memahami dan peduli serta berkomitmen dalam
mencapai kinerja yang telah direncanakan. Setiap
pegawai belum sepenuhnya memahami dan peduli
serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang
telah direncanakan

Mengadakan workshop atau forum diskusi rutin untuk menjelaskan visi, misi dan
target kinerja organisasi serta menyelenggarakan forum evaluasi kinerja secara
berkala untuk meninjau capaian serta hambatan setiap unit, guna meningkatkan
rasa memiliki dan tanggungjawab bersama terhadap hasil kinerja

TINDAKLANJUT

LANGKAH KONKRIT

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Berkala Waktu

1. | Melaksanakan orientasi kinerja (evaluasi kinerja TA. 2025 dan orientasi kinerja
TA. 2026) serta penyusunan Perjanjian Kinerja

Pemantauan dan evaluasi kinerja Triwulan I Tahun 2026

Pemantauan dan evaluasi kinerja Triwulan II Tahun 2026

Laporan aksi Triwulan I Tahun 2026 (KITAB Triwulan I Tahun 2026)

Laporan aksi Triwulan II Tahun 2026 (KITAB Triwulan II Tahun 2026)

Laporan LKjIP Triwulan I Tahun 2026

N R

Laporan LKjIP Triwulan II Tahun 2026
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PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Inlan POM [X Kampas Palembang, Provinzi Sumaser Selatan
Telepon : (0711) 310633 Fakadmile : (0711 319819 Kode Pos 30137
Website - hiips-haperda sumse|prov.go.id

Palembang, 06 Januari 2026

Notmor : 050/1/000345/Penda /2026
Klasifiknsi :© Biasa
Lampiran | -
Hal : Rapat Onentasi Kinerja

Dan Penyusunan PK Tahun 2026
Kepada
Yth. 1. Sekretaris Badan

2. Para Kepala Bidang
3. Kepala UPTB Pusha
4. Para Kepala UPTB PPD Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan

B

Tempat

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birckrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
dengan it disampaikan kepada Saudara untuk dapat hadir pada;

Hari/tanggal . Senin, 12 Januan 2026
Walktu : Pukul 09:00 WIB s.d selesai
Acara : Rapat Kerja Internal Orientasi Kinerja
Dan Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026
Tempat : Ruang Rapat Aula Srimijaya

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Jalan POM IX Kampus Kota Palembang

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

-FMIAD RIZWAN, S. STP., M.M

MBIVA UTAMA MADYA (IV/d)
NIP. 198109232000121001

Tembusan Yth:

1. Gubermur Sumatera Selatan di Palembang;

2. Sekretaric Daerah Provinisi Sumatera Selatan di Palembang;

3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang,

4. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.

01 PERENCANAAN




REKOMENDASI 01 PERENCANAAN

PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN K I N E R J A

NOTULENSI

B=0= = ==
RAPAT KOORDINASI INTERNAL ORIENTASI KINERJA
PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Pada hari im1 Senin tangpal Dua Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh
Enam (12-01-2026), telah diadakan rapat koordinasi internal mengenal orientasi
kanerja dan penyusunan perjanjian knerja tahun 2026 dengan hasil sebagal
berilmut:

A. DASAR PELAESANAAN

1. Peraturan Mentern Pendayapunaan Aparatur Negera dan Reformasi
Birckrasi Nomor 33 tahun 2014 tentang Petunjuk Telous Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah

2. Peraturan Mentern Pendayapunaan Aparatur Nepera dan Reformas:
Birckrasi Nomeor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Aluntabilitas Kinerga

Instansi Pemerintah

3. Peraturan Mentenn Pendayapunaan Aparatur Nepera dan Reformas:
Birckrasi Nomor 89 tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi
Pemerintah

4, Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor
060/047/3E/2023 tentang Petunjuk Telmiz Penyusunan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

5. Dokumen Rencana Pembanpgunan Jangka Menengah Daerah (RRJMD) dan
Fencana Strategs Perangkat Daerah tahun 2025 = 2029

B. RUANG LINGKUP PELAKSANAAN
Har f tengeal : Senin, 12 Januan 2026

Waktu : Puloul 09:00 WIB =.d selesal
Tempat : Fuang Rapat Aula Sriwijaya Bapenda
Acara : Rapat Koordinasi Internal Onentasi Kinerja dan

Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026
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- TANTANGAN UNTUK MENCAPAI SASARAN KINERJA f %
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SUMATERA SELATAN

Urdisng-ursiamgMNamos 28 takun 2009 tentang Pajak dan Beribus) Oaecaly ke Undshg-ufcdang Mamar 1 tabun 2032 periansg
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerntaben Dasrabs

1. Penyrgnan Pendapatsn asl] Deerah

2 Penyesuaian Tarif Pajak Daarah

3. Perubaghan Sistern Bagl Hasil Paisk Dasrah e Kabupaten/¥ota rmmalac Siatsm Opser

&, Perubahan Potens) Per Joenis Betribues Dasah 15U STRATEGIS

TANTANGAM YAMNG DI HADAP

Pendapatan Pajak Dasrah [ e —— E.llt Pengawasan Penguatan Basks _ Pajak

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN T et provine
BADAN PENDAPATAN DAERAH @ i

Jnlan POM X Kanpus Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 310633 Faksimibe : (0711) 31981 Kode Pes 30137
W ehsite ; hitos:hapends. mmselprov. go.ig

BA A RA AT KE I"m" Perubahan Tarlt Palak Daerah Penerapan Opsen PKB dan Pengendalian dan pengawasan Database palak dan retribus|
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BBH:HE sebagal adanyn BBNKE |l dan Penghapusan difakiikan seEningga sSECArS bmricala, sahingga
TAHUN 2026 HEabflakan Oonssn PEBR dan Pajak Progresif mencakibatkan rerdabnyva ferE| pecermaan palak dan
Cipsen BEN-KB wepatuhan pembayaran paiak retribwsl  belum terpetakan
dan retribusi dserah ¥
Belum ocptimalnya pendapatan = - danaan kalk

paigk dasran depgan  ndikator
masih  terdapatniva tungoakan
pajak dasdah

I.  Latar Belakang
Pelalksanaan desentralisasi fiskal dan sisi penenmaan pendapatan
memasuld era baru dengan terbitnya Undang-undang Nomor 1 tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah, dimana terdapat perubahan kebijakan bagi hasil pajak PKB dan
BBN-EB dengan pola opsen yang secara real time ditenima oleh Pemenntah

R

Kurangnya sosialisasi kepada
walibh paisk  atas  kewaliban
palaporan  dan  pembayaran
pajak casiah

Sumatera Selatan Maju Terus Untuk Semua

Kabupaten/Kota pada saat wajib pajak membayar pajak. Dengan adanya
kebijakan opsen PKB dan BBN-KB diharapkan penguatan pajak berbasis
pada wilayah pendaftaran wajib pajale Penpuatan pajak daerah sebagaimana
yang diamanatkan pada UU 1 tahun 2022 tersebut bertujuan untuk
mendorong kemandirian fiskal daerah dan sisi penerimaan pendapatan asli
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Daerah, untuk tahun 2024 - 2026 sebagaimana diatur dalam Instruksi
Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2022 tentang Penyusunan Dolumen
Perencanaan Pembangunan Daersh Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan
Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru,
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PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan POM IX Kampus Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon - (0711) 310833 Faksimile - (0711) 318818 Kode Pos 30137
Laman : hitos:/bapenda.sumselprov.go.id

Palembang, 09 April 2026

Mornor : 050/l 000424/Pendal2026

Sifat . Biasa

Lampiran  : 1(satu) Berkas

Hal . Pemantauan dan Evaluasi Kinerja
TW 12026

Kepada

Yth. 1. Sekretaris Badan

2. Para Kepala Bidang
3. Para Kepala UPTB di Lingkungan Bapenda Sumsel

di
Tempat

Mendasari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Megara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan kehadiran

Saudara pada :
Hariftanggal - Selasa, 14 April 2026
Walktu - Pukul 10.00 WIB s.d selesai
Tempat - Aula Sriwijaya Bapenda Prov. Sumsel
Acara - Rapat Koordinasi Internal Pemantauan dan Evaluasi Kinerja

TW1 2026
Mengingat pentingnya acara dimaksud, dimohon kehadirannya tepat waktu dengan
membawa data dukung pencapaian Kinerja Triwulan | tahun 2026 atas Perjanjian Kinerja
yang telah disampaikan.
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

EPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

NIP. 19810923 200012 1 001

REKOMENDASI
KINERJA

01 PERENCANAAN
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SUMATERA SELATAN

REK
KIN

[ E—

RAPAT KOORDINASI INTERNAL PEMANTAUAN DAN EVALUASI
KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2026

Pada hari in1 Kamis tanggal Empat Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh
Enam (14-04-2026), telah diadakan rapat koordinasi internal pemantauan dan
evaluasi kinerja Triwulan I tahun 2026 dengan hasil sebagai berikut:

A. DASAR PELAKSANAAN

1.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi

Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Aluntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah

. Peraturan Menteri Pendayapunaan Aparatur Negera dan Reformasi

Birokrasi Nomer 89 tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi
Pemerintah

. Burat Edaran Sekretariz Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor

060/047/SE/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)| dan

Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025 - 2029

B. RUANG LINGKUP PELAKSANAAN

Hari [ tanggal :© Selasa, 14 April 2026

Walktu : Pukul 10:00 WIB =.d selesai
Tempat : Fuang Rapat Sriwijaya Bapenda
Acara . Rapat Koordinasi Internal Pemantauan dan Evaluasi

Kinerja Triwulan I tahun 2026

OMENDASI
ERJA

01 PERENCANAAN




PEMERINTAH PROVINSI

SUMATERA SELATAN
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RAPAT KERJAINTERNAL

Sumatera Selatan Maju Terus Untuk Semua

IS TiwdaniTahun206

BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PEMANTAUANDAN
EVALUASIKINERJA

=== TANTANGAN KINERJA
FISKAL DAERAH

Kinerja indeks kapasitas fiskal
daoerah selama kurun waktu 16
{enam belas) tahun menunjukan
trend peningkatan, walaupun
kondisi 2024 ke 2025 mengalami
penurunan

Tahun 2025, merupakan tahun
pertama peloksanaan Opsen PKB
dan Opsen BBNKB, sehingga hasil
pengkajion  dampak baru
dirasakan 1 (satu) tahun

V//4

Perbondingan kinerja (month-to-month) Indeks kapasitos fiskal
daeroh poda Triwulon | Tohun 2025 don 2026 menuniukon
penurunan  kinerja,  korena  perlambaton  Hnerja  realisasi
Penclopatan Asll Doergh (PAD) peloksanoon Opsen PEB dan Opsen
BENKB

Pada Triwulan | Tohun 2026, indeks koposos fskal dosroh
sebasar 1,443 indeks, kondisl inl mengalomi penurunan apabila
dibandingkan dengan kinerja Triwulan | Tahun 2025 sebesar 3,500,
Nomun dengan indeks kapositas fiskol sebesor 2,493 maséh dalam
kategor tinggl

BADAN PENDAPATAN DAERAH

TUJUAN PERANGKAT DAERAH J7¢

01 PERENCANAAN

UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN

Percepatan dalam pelaksanaan program/keglatan/sub
keglatan serta pendanaan yang tertuang dl dalam
dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA} dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) merupakan
tindakan nyata untuk mencapal tufjuan dan sasaran
strategls PD, terutama pada capalan kinerja yang maslh
rendah untuk diterus ditingkatkan pada periode
berlkutnya

Ditengah dinamika peralihan peraturan perundang-
undangan darl Undang undang nomor 28 tahun 2009 ke
Undang undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan
Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023
tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusl
Daerah, pengelolaan fiskal pajak harus tetap terkendall
dalam makro ekonomi Sumatera Selatan

1 K551 Revenue Mobifization

Perbaondingan  kinerla  (month-to-month)  BSS, 1 Aevenue
Mobélination pada Triwulan | Tahun 2025 dan 2026 menunjukan
peningkatan knerja (mendekati garls normal), korena Realisasi
PAD terus meningkot sehubungan dengon target yang telah
ditetapkarn,

Poada Triwulan | Tahun 2026, K55, 1 Revenue Mobiization sebesar
B3,53 %, kondisl ind menoalomi penurunan apabila dibandingkan
dengon kinera Triwulan | Tohyn 2025 sebesar 82 04 %. Namun
dengan indlkator Revenue Mobliration inl sebesor 83,43 % masth
dalam batos kewalaran (mendekat] gorts normal),

SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH ¢ 0

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Sinergl dan kolaborasl Opsen PKB dan

Opsen BBN-KB bersama dengan 17
1 (tujuh belas) Pemerintahan

Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan

Pelaksanaan door to door service dan
operasl gabungan bersama dengan Tim
Pembina Samsat Provinsi

Tingkatkan pengawasan dan

3 pengendalian dalam upaya mencapal
kinerja sasaran strategis yang Ingin
dicapal

REKOMENDASI m

- - - - - - - “
- - - - . . . -
- . - - . L L - ”I
- - - - - - - -
Segera melaksanakan dan perbalkan
kinerja sehingga tidak terjadl devias!
A keterlambatan kinerja sebagaimana pada

Triwulan | tahun 2026 namun tetap dalam
koridor dan kaidah ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku

Meningkatkan pengendallan Intern dan

5 menerapkan manajemen risiko dalam
melaksanakan tugas dan fungsl untuk
mencapal kinerja yang optimal

BADAN PENDAPATAN DAERAH




NDASI 01 PERENCANAAN

PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Tnlam POM IX Kampus Palembasg, Provins] Sumatern Selatan
Telepon ; (0711} 310633 Faksimile : (0711} 319019 Kode Pos 30137
Website : hitps: bapende sumseiprov. go.id

Palembang, 01 Juli 2026

Nomor - D30/If00077411/Penda/2026

Klasifikas: : Biasa

Lampiran : -

Hal . Eapat Pemantauan dan Evaluasi
Kinena Triwulan II Tahun 2026

Kepada

Yth. Selretaric Badan

1

2. Para Kepala Bidang

3. Kepala UPTB Puslia

4. Para Kepala UPTB PPD Kabupaten /Kota e Sumatera Selatan

Tempat

Memndaklanut Peraturan Menten Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforma=i
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunguk Tekmiz Perjamjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
dengan ini dizampaikan kepada Saudars untuk dapat hadir pada:

Hari/tanggal : Rabu, 08 Juli 2026

Waktu : Puloal 09:00 WIB =.d selesai

Acara : Eapat Kerja Internal Pemantauan dan Evaluas:
Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Tempat : Ruang Rapat Segentar Alam

Badan Pendapatan Daerah Provins: Sumaters Selatan
Jalan POM IX Kampus Kota Palembang

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

“=PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)
NIP. 198109232000121001
Tembusan Yth:
1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang;
2. Sekretans Dasrah Provins: Sumatera Selatan di Palembang;
3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang:
4. Kepala Bro Organizasi Setda Provinz: Sumatera Selatan di Palembang.




PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN

NOTULENSI

[
RAPAT KOORDINASI INTERNAL PEMANTAUAN DAN EVALUASI

KINERJA TRIWULAN IT TAHUN 2026

1.

Pada hari in: Rabu tanggal Delapan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam
(0B-07-2026), telah diadakan rapat keordinasi internal pemantauan dan evaluasi
lanerja Triwulan 1T tahun 2026 dengan hasil sebagai berikout:

A. DASAR PELAKSANAAN

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi

Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Aluntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi

Birokrasi Nomor 89 tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi
Pemerintah

. Surat Edaran Sekretarizc Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor

060/047/3E/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD| dan

Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025 - 2029

B. RUANG LINGKUP PELAKSANAAN
Hari [ tangpal : Rabu, 08 Juli 2026

Walktu : Pulkul 09:00 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat Segentar Alam Bapenda
Acara . Rapat Koordinasi Internal Pemantauan dan Ewvaluasi

Kinerja Triwulan II tahun 2026
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PEMERINTAH PROVINSI

SUMATERA SELATAN

REKOMENDASI PENGUKURAN KINERJA

CATATAN TEMUAN

URAIAN REKOMENDASI

Belum terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja
dan pengumpulan data kinerja

Rencana aksi menjabarkan rincian aktivitas yang dapat menggambarkan langkah-
langkah operasional sesuai dengan semua sasaran strategis yang ada di dalam
Renstra Perangkat Daerah

TINDAKLANJUT

LANGKAH KONKRIT

Pedoman teknis pengukuran dan pengumpulan data
kinerja telah dilakukan

Menyusun Sistem dan Prosedure Pengukuran Kinerja

Membuat kertas kerja pengukuran kinerja Triwulan I Tahun 2026 per indikator

Membuat kertas kerja pengukuran kinerja Triwulan II Tahun 2026 per indikator

Penajaman alur proses Standar Operasional Prosedur (SOP)

Penyelarasan sasaran strategis dengan program

AR AN Bl I I

Membuat rincian aktivitas dari rencana aksi
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CATATAN TEMUAN URAIAN REKOMENDASI
Belum terdapat mekanisme yang jelas terhadap | Rencana aksi menjabarkan rincian aktivitas yang dapat menggambarkan langkah-
pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan langkah operasional sesuai dengan semua sasaran strategis yang ada di dalam
Renstra Perangkat Daerah
TINDAKLANJUT LANGKAH KONKRIT

1. | Menyusun alur proses SOP Pengumpulan Data Kinerja

2. | Data kinerja yang relevan disusun berdasarkan sumber resmi dari Badan Pusat

: : : Statistik (BPS)
Telah disusun mekanisme yang jelas terhadap
pengumpulan data kinerja 3. | Data kinerja yang relevan disusun berdasarkan sumber resmi dari Direktorat

Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan

Data kinerja yang relevan disusun berdasarkan sumber resmi dari Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan
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PEMERINTAH PROVINSI

SUMATERA SELATAN

REKOMENDASI PENGUKURAN KINERJA

CATATAN TEMUAN URAJAN REKOMENDASI

Pengukuran kinerja belum menjadi dasar dalam | Rencana aksi menjabarkan rincian aktivitas yang dapat menggambarkan langkah-
penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan | langkah operasional sesuai dengan semua sasaran strategis yang ada di dalam
kinerja/penghasilan Renstra Perangkat Daerah

TINDAKLANJUT LANGKAH KONKRIT

1. | Menyampaikan nota dinas meminta arahan Gubernur Sumatera Selatan

2. | Koordinasi dengan Biro Organisasi terkait dengan Tambahan Penghasilan
berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya (TPP POL)

Meminta arahan ke Pimpinan terkait dengan kinerja
yang dijadikan dasar pemberian tunjangan kinerja . | Rapat kerja internal terkait dengan isu strategis pemberian reward and
atau penghasilan punishment dalam Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif
Lainnya (TPP POL)
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PEMERINTAH PROVINSI

SUMATERA SELATAN

REKOMENDASI PENGUKURAN KINERJA

CATATAN TEMUAN URAIAN REKOMENDASI
Pengukuran kinerja belum mempengaruhi | Rencana aksi menjabarkan rincian aktivitas yang dapat menggambarkan langkah-
penyesuaian (Refocusing) organisasi langkah operasional sesuai dengan semua sasaran strategis yang ada di dalam
Renstra Perangkat Daerah
TINDAKLANJUT LANGKAH KONKRIT

1. | Menyampaikan nota dinas meminta arahan Sekretaris Daerah Prov. Sumsel

2. | Koordinasi dengan Biro Organisasi terkait dengan perubahan Struktur

Meminta arahan ke Pimpinan terkait dengan kinerja Organisasi dan Tata Laksana (SOTK)

yang dijadikan dasar penyesuaian = Struktur
Organisasi dan Tata Laksana (SOTK) . | Rapat kerja internal terkait dengan isu strategis perubahan Struktur Organisasi

dan Tata Laksana (SOTK) dan perubahan kewenangan UU 1 Tahun 2022 HKPD
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RAPAT KERJA INTERNAL TERKAIT ISU PERUBAHAN SOTK
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BADAN FENDAFATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
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PERUBAHAN TUGAS DAN FUNGSI STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
BADAN PENDAFATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
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\o e NETRIBLIS! DAN FENESOAAN PUSAT QAN T MTINAAN PEMGOUAMAN PENDAPATAN DAL AN

SUBRIDAMG PENGT MBANGAN ‘
SORMIDRSG WILAYAM STATISTIE PENDARATAN

I. PENDAHULUAN
Desentralisasi fiskal dalam era kewenangan otonomi daerah terns dilakukan peningkatan dan

ingvasi dalam mencari sumber - sumber yang menjadi potensi daerah berdasarkan pengelolaan

kewenangan yang diserahkan, Perencanaan pembangunan daerah memerlukan pembiayaan yang
bersumber pada kemandirian fiskal daerah melalui sumber-sumber pendapatan asli daerah.

Kemandirian kebijakan otonomi daerah yang mengatur, mengurus dan mengelolah kemampuan N OT U LE N SI RA PAT
keuangan daerah yang tercermin pada pengelolaan sumber potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

SUBRIDANG &4 TS

DAERAM

I DANG

SUSIIDANG WRAYAM I

FENLIALAAN PUSAT

SOTULERS BAPAT

SUSBIDANG
PAIAK DAN DOLE

melalui pendapatan pajak daerah, Dari 4 [empat]) komponen PAD, yang mempunyai kontribusi

FERIMAHAN TUCAY TIAN FLSDE TR TR ORCARILATT DN TATA LAKLA A

terbesar yaitu penerimaan pajak daerah, dimana pilar penguatan local taxing power, diharapkan BARAN PERDAPFATAS BALRAN FROVING SIMATIHA SELATAN

peningkatan desentralisasi fiskal melalui pajak daerah menjadi instrumen kunci dalam peningkatan
kemandirian fiskal daerah, performance layanan publik dan kesejahteraan masyarakat menjadi AT
1ebih baik

Perubahan kebijakan pengelolaan keuangan daerah pada sektor penerimaan pajak daerah

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan e "
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, terdapat perubahan kewenangan w— n. ik Sisrih: imixs i B

alisi s il sl roan

penerimaan pajak daerah pada Pemerintahan Provinsi dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Tabel 1.1 barikut-

SOTK SETELAH PERUBAHAN PERUBAHAN TUGAS DAN FUNGSI :'%i
Yot

Tabel L1 [ ATRUKTUR ORGANISAS T DAN TATA LAESANA | KEPALABAOIN IENONWTAN WA
HADMN PENODMNARIAN DAER A PRIV, Susrstl PROVINST SUMATERA STLATAN
Perubahan Kewenangan Pengelolaan Pajak Daerah ekl L ! ! - _
Farubahan Cevenengsn Fenpainiecs Fejak Dearsh
o T " RELOFBOR TARATAN PN EE AL | | SOmETMT o |
KEWENANGAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH - e i e e s —
N0, - e | el 1 |
Undang - Undang Nemor 28 Tahun 200% Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 i s | m——— ——— |
. . . ¥ | EEPALASUNIAG LIMUM DA FAPRA VTTDAG T AN AN ATPN ASURD AL

1. | Pajak Kendarazn Bermotor Pajak Kendaraan Bermator - ‘ TREGAWAL AN ’ PROGHAM

2. | Pajak Bea Baltk Nama Kendaraan Bermotor Pajak Bea Balik Wama Kendaraan Bermotor 5 : | .

3. | Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor LRaloi e e e af S W | - ! - Py ——

. T ™ b ke h i KEPALABIDANG l SLIWADIDANG SENOMNATAN OARA Y DAN PENDOLAIAN PENDAPATAN L EAPAAMIDAN G PN GAWALAN DA
4, | Pajak Air Permukaan Pajak Air Permukazn AT L e i e P Y T Y PENOMATAN DALR A i LAY LABY [P e A '
— |
c | Pajak Rakok Pajak Rakok e : rnia
& Pajak Alat Berat . ' T Ve e ——
5 IWLA S UD HIDwWN G i HEPALA SN BTD A ! ESPALA YO0 HID AN | TAPA AN BRI WILAY ML

- ('psen Mineral Bukan Logam dan Batuan LA : B v~y - imea bt -~ idein |

Sumber: UL Nomor 28 Takun 2009 dan UL Nomor 1 Tahue 2022 - : 1
FAVACA LU TIDANG ‘ FEPALA LS R IDW G | FEPWA SO0 RTOW L KIPAA VDN RIDMNEG WIRAY N T
Berdasarkan Tabel 1.1 terdapat penambahan 2 (dua) jenis pajak daerah yang diserahkan ke  Eraanatiuedru ot | b7y - ‘ e
Pemerintahan Provinsi yaitu Pajak Alat Berat dan Opsen Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLE).
Dengan mengimplementasikan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahur 2022 tentang Hubungan { EEPALA SUN BIDANG S REPAA S SRDAE RS S0 REDINE NEPALA S8 SIDWE WIS ASIIIS
. - - . : | PORDAPATAN DACRAN KL PENODMATAN DAER N T PENGEMOANGAN CTATIS I ‘ 1

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, diharapkan Pemerintzhan Daerah [ LAY LAIN £ PUNDARAT v D A
mampu berdikari dalam menggali sumber yang menjadi potensi penerimaan pajak daerah. : .
Kemampuan dalam membiayai pembangunan daerah yang bersumber dari penerimaan pajak AW
daerah yang selanjutnya disebut sebagai kemandirian fiskal daerah.




PEMERINTAH PROVINSI

SUMATERA SELATAN

REKOMENDASI PENGUKURAN KINERJA

CATATAN TEMUAN URAIAN REKOMENDASI
Pengukuran kinerja belum sepenuhnya | Dokumen pengukuran kinerja tidak hanya di dasarkan dari pengukuran atas realisasi
mempengaruhi penyesuaian aktivitas dalam | penyerapan anggaran, tetapi juga di dasarkan dari pengukuran atas realisasi capaian
mencapai kinerja kinerja atas indikator kinerja
TINDAKLANJUT LANGKAH KONKRIT
1. | Menyusun LKjIP Triwulan I Tahun 2026
Pengukuran kinerja telah dilakukan penyesuaian atas 2. | Menyusun LKJIP Triwulan IT Tahun 2026
realisasi kinerja 3. | Membuat kertas kerja Triwulan [ Tahun 2026 per indikator
4. | Membuat kertas kerja Triwulan II Tahun 2026 per indikator
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Indikator Kinerja Sosaran Strategis 5,
et L bbb e

Realizosi PAD poda Triwulan Il Tahun 2026
sebesar 41,30 kondisi ini lebih baik apabila

dibondingkan dengon Triwulon | Tahun

gan Triwulan il Tahun

2025 gebesar 48,31

PDRE Mon Migas
Indikator Kineria Sozaran Strateqis 7,
et e el

o FDRE Mon Migas

P derd

lebih boik apobila dibandingkun dengun

aaaaaaa L e

le Tahun 2026 sebesar 0,12

Tahun 2025 sebesar 0,70
e LY s

IKSS. 8 Kentribusi PAD terhada

n | Tahun 2026 sebesar 0,35.

kondisi ini mengalami penurunan
apabila d

RINGKASAN
KINERJA

Triwulan || Tahun dengan indeks

IKS5. 1 Revenue Mobilizration

Indikator Kineria Sosaran_ Strotegis |
Revenus Mobilization, pada T
ear 58,68 gam

REKOMENDASI 02 PENGUKURAN

KINERJA

PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN

Triwulan Il Tahun 2026

RINGKASAN KINERJA

Indikator Tujuan Perangkat Doerah pada Trivulan 1| Tahun
TUJUAN PD 2026 dengan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah tercopai indeks
2200
SASARAN STRATEGIS
IKSS. 1 ; IKSS. 2 ; IK5S. 3 ; IKS5. 4
Nilai I .. | Pertumbuhan!  Rasio Paiak
N L Kemandirian | seseesessmsssi
Deviasi | " " 0tq | Pendapatan | Deerah lerhadap
R i Fiskal 0,59 | ! PDRB O34l
58,69 ! L (1719)
IKSS.5 | IKSS.6 | IKSS.7 | IKSS.8
KontribusiPAD | .. | KontribusiPAD | w&% ShlL
. Jehodop | Pm | TerhadapPDRB | mef "
endapatan Daerah | I i i
S : , : Non Migas 0,256 : m%ﬁ%ﬁ%h
| | ! (s
PENUNJANG URUSAN PENGELOLAAN PENGELOLAAN
PROGRAM peeriranpacran P KEUANCAN DaEran T PENDAPATAN DAERAH
REALISASI Rp. B8.376.201.300,00 Rp. 10.31.216,00 Rp. 306.428.027,00
31,24 % 8,54 % 6,84 %
STRATEGI DAN ARAH UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN
KEBIJAKAN = Ropat Kerja Pansus DFRD Provinsi Surmiotera Salatan

- Felaksanoon SIEUFRTANG MEFTAFL
- Optimalisasi Pendaoatan « Fandataan don Validosi Kendaraan Barmotor
AelitiaEran - Boor to Boor Senvice

- Sinergi dan Koloborosi Operasi Gobungan Bersarma Stakeholder
F‘engﬂlﬁun FﬁpE Enernh

 Fangowasan Berbasis Risiko
Surmnatera Selatan terus berupaya meningkatkan
STRATEGIC DIRECTION poinyonan pubiik Kasas Faek pareiat wal ook
STATEMENT: derdh nitk meningkatkarn kepotuhan dalan

memburur Fajak Doerah
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REKOMENDASI PELAPORAN KINERJA

CATATAN TEMUAN URAIAN REKOMENDASI
Dokumen laporan kinerja belum menginformasikan | Jadwalkan pembahasan laporan kinerja sebagai agenda tetap dalam rapat pimpinan
perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi|yang tidak hanya membahas realisasi penyerapan anggaran, tetapi juga membahas
kinerja tahun-tahun sebelumnya capaian atas rencana kerja masing-masing indikator kinerja
TINDAKLANJUT LANGKAH KONKRIT
1. | Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026
2. | Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026
3. | Evaluasi mandiri akuntabilitas kinerja Triwulan [ Tahun 2026
Pengukuran kinerja telah dilakukan penyesuaian atas 4. | Evaluasi mandiri akuntabilitas kinerja Triwulan II Tahun 2026
realisasi kinerja 5. | Penyusunan Laporan Aksi (KITAB Triwulan I Tahun 2026)
6. | Penyusunan Laporan Aksi (KITAB Triwulan II Tahun 2026)
7. | Pengukuran kinerja telah membandingkan kinerja pada tahun-tahun
sebelumnya (2010 s.d 2025) per indikator




PEMERINTAH PROVINSI
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PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan POM IX Kampus Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon - (0711) 310833 Faksimile - (0711) 318818 Kode Pos 30137
Laman : hitos:/bapenda.sumselprov.go.id

Palembang, 09 April 2026

Mornor : 050/l 000424/Pendal2026

Sifat . Biasa

Lampiran  : 1(satu) Berkas

Hal . Pemantauan dan Evaluasi Kinerja
TW 12026

Kepada

Yth. 1. Sekretaris Badan

2. Para Kepala Bidang
3. Para Kepala UPTB di Lingkungan Bapenda Sumsel

di
Tempat

Mendasari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Megara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan kehadiran

Saudara pada :
Hariftanggal - Selasa, 14 April 2026
Walktu - Pukul 10.00 WIB s.d selesai
Tempat - Aula Sriwijaya Bapenda Prov. Sumsel
Acara - Rapat Koordinasi Internal Pemantauan dan Evaluasi Kinerja

TW1 2026
Mengingat pentingnya acara dimaksud, dimohon kehadirannya tepat waktu dengan
membawa data dukung pencapaian Kinerja Triwulan | tahun 2026 atas Perjanjian Kinerja
yang telah disampaikan.
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

EPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

NIP. 19810923 200012 1 001

REKOMENDASI
KINERJA

03 PELAPORAN
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RAPAT KOORDINASI INTERNAL PEMANTAUAN DAN EVALUASI
KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2026

Pada hari in1 Kamis tanggal Empat Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh
Enam (14-04-2026), telah diadakan rapat koordinasi internal pemantauan dan
evaluasi kinerja Triwulan I tahun 2026 dengan hasil sebagai berikut:

A. DASAR PELAKSANAAN

1.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi

Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Aluntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah

. Peraturan Menteri Pendayapunaan Aparatur Negera dan Reformasi

Birokrasi Nomer 89 tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi
Pemerintah

. Burat Edaran Sekretariz Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor

060/047/SE/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)| dan

Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025 - 2029

B. RUANG LINGKUP PELAKSANAAN

Hari [ tanggal :© Selasa, 14 April 2026

Walktu : Pukul 10:00 WIB =.d selesai
Tempat : Fuang Rapat Sriwijaya Bapenda
Acara . Rapat Koordinasi Internal Pemantauan dan Evaluasi

Kinerja Triwulan I tahun 2026

OMENDASI
ERJA

03 PELAPORAN
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RAPAT KERJAINTERNAL

Sumatera Selatan Maju Terus Untuk Semua

IS TiwdaniTahun206

BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PEMANTAUANDAN
EVALUASIKINERJA

=== TANTANGAN KINERJA
FISKAL DAERAH

Kinerja indeks kapasitas fiskal
daoerah selama kurun waktu 16
{enam belas) tahun menunjukan
trend peningkatan, walaupun
kondisi 2024 ke 2025 mengalami
penurunan

Tahun 2025, merupakan tahun
pertama peloksanaan Opsen PKB
dan Opsen BBNKB, sehingga hasil
pengkajion  dampak baru
dirasakan 1 (satu) tahun

V//4

Perbondingan kinerja (month-to-month) Indeks kapasitos fiskal
daeroh poda Triwulon | Tohun 2025 don 2026 menuniukon
penurunan  kinerja,  korena  perlambaton  Hnerja  realisasi
Penclopatan Asll Doergh (PAD) peloksanoon Opsen PEB dan Opsen
BENKB

Pada Triwulan | Tohun 2026, indeks koposos fskal dosroh
sebasar 1,443 indeks, kondisl inl mengalomi penurunan apabila
dibandingkan dengan kinerja Triwulan | Tahun 2025 sebesar 3,500,
Nomun dengan indeks kapositas fiskol sebesor 2,493 maséh dalam
kategor tinggl

BADAN PENDAPATAN DAERAH

TUJUAN PERANGKAT DAERAH J7¢

03 PELAPORAN

UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN

Percepatan dalam pelaksanaan program/keglatan/sub
keglatan serta pendanaan yang tertuang dl dalam
dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA} dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) merupakan
tindakan nyata untuk mencapal tufjuan dan sasaran
strategls PD, terutama pada capalan kinerja yang maslh
rendah untuk diterus ditingkatkan pada periode
berlkutnya

Ditengah dinamika peralihan peraturan perundang-
undangan darl Undang undang nomor 28 tahun 2009 ke
Undang undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan
Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023
tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusl
Daerah, pengelolaan fiskal pajak harus tetap terkendall
dalam makro ekonomi Sumatera Selatan

1 K551 Revenue Mobifization

Perbaondingan  kinerla  (month-to-month)  BSS, 1 Aevenue
Mobélination pada Triwulan | Tahun 2025 dan 2026 menunjukan
peningkatan knerja (mendekati garls normal), korena Realisasi
PAD terus meningkot sehubungan dengon target yang telah
ditetapkarn,

Poada Triwulan | Tahun 2026, K55, 1 Revenue Mobiization sebesar
B3,53 %, kondisl ind menoalomi penurunan apabila dibandingkan
dengon kinera Triwulan | Tohyn 2025 sebesar 82 04 %. Namun
dengan indlkator Revenue Mobliration inl sebesor 83,43 % masth
dalam batos kewalaran (mendekat] gorts normal),

SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH ¢ 0

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Sinergl dan kolaborasl Opsen PKB dan

Opsen BBN-KB bersama dengan 17
1 (tujuh belas) Pemerintahan

Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan

Pelaksanaan door to door service dan
operasl gabungan bersama dengan Tim
Pembina Samsat Provinsi

Tingkatkan pengawasan dan

3 pengendalian dalam upaya mencapal
kinerja sasaran strategis yang Ingin
dicapal

REKOMENDASI m

- - - - - - - “
- - - - . . . -
- . - - . L L - ”I
- - - - - - - -
Segera melaksanakan dan perbalkan
kinerja sehingga tidak terjadl devias!
A keterlambatan kinerja sebagaimana pada

Triwulan | tahun 2026 namun tetap dalam
koridor dan kaidah ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku

Meningkatkan pengendallan Intern dan

5 menerapkan manajemen risiko dalam
melaksanakan tugas dan fungsl untuk
mencapal kinerja yang optimal

BADAN PENDAPATAN DAERAH
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PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Tnlam POM IX Kampus Palembasg, Provins] Sumatern Selatan
Telepon ; (0711} 310633 Faksimile : (0711} 319019 Kode Pos 30137
Website : hitps: bapende sumseiprov. go.id

Palembang, 01 Juli 2026

Nomor - D30/If00077411/Penda/2026

Klasifikas: : Biasa

Lampiran : -

Hal . Eapat Pemantauan dan Evaluasi
Kinena Triwulan II Tahun 2026

Kepada

Yth. Selretaric Badan

1

2. Para Kepala Bidang

3. Kepala UPTB Puslia

4. Para Kepala UPTB PPD Kabupaten /Kota e Sumatera Selatan

Tempat

Memndaklanut Peraturan Menten Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforma=i
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunguk Tekmiz Perjamjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
dengan ini dizampaikan kepada Saudars untuk dapat hadir pada:

Hari/tanggal : Rabu, 08 Juli 2026

Waktu : Puloal 09:00 WIB =.d selesai

Acara : Eapat Kerja Internal Pemantauan dan Evaluas:
Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Tempat : Ruang Rapat Segentar Alam

Badan Pendapatan Daerah Provins: Sumaters Selatan
Jalan POM IX Kampus Kota Palembang

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

“=PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)
NIP. 198109232000121001
Tembusan Yth:
1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang;
2. Sekretans Dasrah Provins: Sumatera Selatan di Palembang;
3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang:
4. Kepala Bro Organizasi Setda Provinz: Sumatera Selatan di Palembang.
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RAPAT KOORDINASI INTERNAL PEMANTAUAN DAN EVALUASI

KINERJA TRIWULAN IT TAHUN 2026

1.

Pada hari in: Rabu tanggal Delapan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam
(0B-07-2026), telah diadakan rapat keordinasi internal pemantauan dan evaluasi
lanerja Triwulan 1T tahun 2026 dengan hasil sebagai berikout:

A. DASAR PELAKSANAAN

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi

Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Aluntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi

Birokrasi Nomor 89 tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi
Pemerintah

. Surat Edaran Sekretarizc Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor

060/047/3E/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD| dan

Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025 - 2029

B. RUANG LINGKUP PELAKSANAAN
Hari [ tangpal : Rabu, 08 Juli 2026

Walktu : Pulkul 09:00 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat Segentar Alam Bapenda
Acara . Rapat Koordinasi Internal Pemantauan dan Ewvaluasi

Kinerja Triwulan II tahun 2026
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UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN

01 I TUJUAN PERANGKAT DAERAH OPTIMALISASI SINERGI MANAJEMEN RISIKO

PEASERIT ot PRI
S TTRS SELATARH
‘h*'\- T Ti 1. Sinarpi dnn  kodnboresi  bersama
s Eirserya indeks kapayias fiskal dacrah sepanimng \"'-. e e o e 1. Anwmra kinerja sssaran dan  kKinedja
e 4 e s abisk waib ok | Tim Pandtta BEhusus DPFRD Provinsd oo % i 1
- o Yy riwndom 11 Takngn SO0 mengliml perenimnan ; L ppemi s i LR ey - . indiltor  harus  maenjadi  Crireal
L . e - M - "'-,. ; "3 P dangad mengadakan kesfasamn it Zelatan Satmaking : i :
BAHAN RAPAT KERJA INTERNAL v N ST pabila dibandingkan dengn Trivulan 1 Cabmn 20 Pandanatss Dasrak: Surcess Factor (C5F) untuic menjadi
i wr ol ‘“\' bl dangan perizinan sotempat ERIIRN L, i a i
lial fnd disebabkin oleh beherabn ko = ' B tantangan ta miam  berkinerja
i e 2T . N . i 2, Malaksapnakan peadalain
L Ll e - F 2. Meiakukan upayn deversifikesl pajeic sehingga keberhasiian capaian kinerja
Liia J— e e S n daerah dengan kegiatan promosi dan Esndaraan bermoner malalid - R oerl Sl a1}
S - - iy al . =Rk Ly Hi . =
X - v ] > h B dan AENED R SIGUNTAKG MENYAPA sotiap har dopht terulolr Gno adopun copaisn
LN 1A L X : " ¥ kinarje yang belum tercapal manjad|
PEMANTAUAN DAN EVALUASI | el ——— [ e e b et o
- = % = = = h Pamarintah Pusat uptuk memberian B Pathtsiay - It Mel Al dhdeils Tn“ﬂ purs hjcm dnl.:: gioet s
L | “ TM-IL \ ? 6 i : 4 . : untuk memberikan stimulus bagl ot m=m g ERa FAng
l“]'NI:‘I{lf‘l TR“‘TI' L.i‘h ! T‘ -uz Pads Trawulan 1T Tatmn 2086, kinerin Indek ; smuT B TRcGRRKRL AARTAD muanghedang
ktu | ; tovestor sehingga ruang kapasstas
ypsasicns Fiskal Daerah worun sebesar LASR poimt .
’ 3 LML A o | cealiciel PEB du f=knl dessph seinakin meningkat
pahil fingkan dengan kinera Triwalan 1 ur ot :
4

th Lurun selaesar 0298 palne apabdla

BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Rekomendasi Perbaikan Kinerja

N P @ A A T ; Al
(1 s 14 h )" A 1. Malakukan ujl petik reviu atas kKinerja yang berkontribusl kecil

terhodap  peningkatan kinerjn Badan Pendapatan Dasrah

03 IH.\H.—\I{\N STRATEGIS PERANGKAT DAERAH Provinsi Sumatera Selatan

2, Perlu dilakukan perbaikan atau peningkatan pada 6 (enam)

0 W firin ] pavils T riownlan 1
Rinerji 1K manafivinn Fiskal paia Triwulan 1 el C L elemen pelayanan publik yang dinilai masih memiliki kineria

IKSS. 2 Kemandirian Fiskal

« Identifikasi Masalah R' I\ILTS % N P STl G e i . B

1 Vi dibandingken dengin Triwalan | Taboo 9006, hal ini . __,X 3. Kerja koloboratif dami mencapal mejuan dan sasaran sirategis

F\‘{IJI,H‘-! kl!!f_‘r}" vang IH_-'th '_('I'kill",‘:”ﬁ nl»“ll_\ ~ Y ‘ . Perangkat Dasrah sehinggn terjadi cross cutting dalam upays
rendah  dan/atau  belum  mencapai  target y g y i’

schagmimana vang telah  ditetapkan  dalam

dl dukig aleh Beberapn fakLop

n Penlngkaran fenkisas) PAL pada Teowulan 0 Tahom mencapal targat kKinerja

SO 4. Meningkatican pengendalian intern dan menerapkan
dokumen Rencana Aks) b, Peluksapnan, keglgan SIGUNTANG MENYAPA manajemen risiko dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk
ritan hart selua maencapai kinerja vang optimal
5. Meningkatkan sinergitas antar stakeholder untuk mencapai dan

'nls : - - ¢ Pelakmpaon  pepdataan dan yalidasi  kendarman
. I Ol\us Tlndﬂl\lan_!l" fokus pada pencapaian kinerja triwulanan
- ]
I : r 6, Berikan punishment techadap bawahan dengan melakukan
d. Pelaksannan deor rr goor sereee

Aksoleras) pencapaan rencand target sera di upaya tindakan presentlf terlebih dahulu sera reward pegawal

ol Trawuilan 1 Tl 2008, pinerg [RSS
2.4

UK MWrcenalar Jciaxsanas progranr 3

i” 1Z ! 45, itan pSianzanaan program atas pencapatan Kinerja dengan memberikan bobot penilajan

kegiatan serta sub kegiatan dengan dava serap

Reimaidirian Fiakal s ebesr 59,000 kadidil inl lebil
ik et Triwitlng 1 Takivin 2086 sebesar 51,80 3 tertinggi dalam pembayaran insentf l(l

yang masih rendah

rirndekatl garo narmall, koadda im lebil badk

wpnhily dibandingkun padn Triwuian [T Tabomm 2025

PEMANTAUAN DAN EVALUAST KINERJA TRIWULAN Il TAHUN 026 @_
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6. Perlu dilakukan perbaikan atau peningkatan pada 6 (enam) elemen pelayanan
publik yang dinilal masih memiliki kinerja yang rendah;

7. Tingkatkan pengawasan berbasis risiko dan pengendalian dalam upaya mencapal
kinerja sasaran strategis yang ingin dicapai;

8. Lakukan keria dengan pola kemitraan yang kreatif dengan stakeholder lainnya
sehingga dapat menjadi faktor pendorong dalam upaya peningkatan kinerja
sasaran strategis Perangkat Daerah;

9, Lakukan pengendalian Intern dimulai pada level paling bawah di tingkat
operasional staf sampai ke jenjang leveling pimpinan agar permasalahan dan
solusi yang tepat dapat diketahui sedini mungkin (earfy waming),

10. Menerapkan manajemen risiko dalam melakukan pencapaian atas kinerja, agar
resiko sebagai akibat kegagalan dalam proses tidak ter] dan lakukan
pemantauan dan dikendalikan secara kontinu.

NA UTAMA MADYA (IV/d)
P. 198109232000121001
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Pengukuran Kinerja

Perangkat Daerah  : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Tahun Anggaran . 2026

EVALUASI KINERJA HASIL PENILAIAN MANDIRI

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TRIWULAN II TAHUN 2026
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

MO, KOMPOMENM SUB KOMPONEN KRITERIA Catatan Hasil Evaluasi PM PENANGGUNGIAWAB
1. Perencanaan Dokumen Perencanaan Terdapat Pedoman Teknis Pedoman teknis perencanaan kinerja Bidang Bidang Pajak
Kinerja Kinerja telah tersedia Perencanaan Kinerja Pajak disesuaikan kembali sesuai dengan target

dalam UU 13022 tentang HKPD

Pedoman teknis perencanaan kinerja Bidang
P2PATDA disesuaikan kembali sesuai dengan
target dalam PP 35/2023 tentang Ketentuan
Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Bidang P2PATDA

Pedoman teknis perencanaan kinerja Bidang
FDLL disesuaikan kembali sesuai dengan target
dalam Perda 3/2023 tentang Ketentuan Umum
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Bidang PDLL

Pedoman teknis perencanaan kinerja Bidang
Wasbin disesuaikan kembali sesuai dengan
cascading dan cross-cutting internal dan
eksternal

Bidang Wasbin

Pedoman teknis perencanaan kinerja
Sekretariat disesuaikan kembali sesuai dengan

hasil penilaian_e-kiners individu pegawai

e NA

TRIWULAN II
NO. | SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERIA CAPALAN
TARGET REALTSAST KINERIA (%)
[1] [2] [2] [4] [5] [&]
Meningkatnya Kapasitas | Indeks Kapasitas Fiskal
L Fiskal Daerah Daarah 10 2:200 21782
Meningkatnya
2. | Akuntabilitas Kinerja | Milai SAKIP Bapenda 21,00 19,67 93,67
Instansi Pemerintah
Meningkatrya Kredibilitas ma '}ﬁ'“::;n Eﬁ
3. | Penerimaan  Pendapatan | == Pﬂmﬂgg (e 2,5 8,658 2,347,92
Diari Perencanaan Awal Mobiization)
Meningkatnya .
4. | Kemandirian Fiskal I”de"‘i Kemandirian Fiskal 0,23 0,590 756,52
Diaarah Daera
Meningkatnya
5. | pertumbuhan pendapatan ge'm"“h”ha” pendapatan 0,64 (17,19) (2.685,78)
daerah dalam APBD zerah dalam APED
Meningkatrya  Konkribusi . .
6 |Rasic Pasjak  Daersh E;ﬂjda Eé{:& Daerzh 0,62 0341 55,00
terhadap PORE P
Meningkatnya  konkribusi
Persentase PAD terhadap
7. xr:irhadap Pendapatan Pendapatan Daerah 2502 58,99 235,795
. Persentase Realisasi
g J’:;i"'[;?gh;*'a Pendapatan | o paian  Pendapatan 25,00 41,302 165,208
Asli Daerah (PAD
Persentase  Rasio  PAD
Terhadap PORS Non Migas 04 0256 64,00
g Meningkatnya  Konkribusi
" | PAD Terhadap PORB Rasio PAD Terhadap PDRE
Pengeluaran Konsunmsi 0,12 0,355 295,583
Pemerintah Daerah
Palembang, 17 Juli 2026

ENDAPATAN DAERAH
RA SELATAN,

IIZWAN, S. STP., M.M
UTAMA MADYA (Iv/d)
NIP. 198109232000121001

Sekretariat

Pedoman teknis perencanaan kinerja UPTB
Puslia disesuaikan kembali sesuai dengan hasil
pelaksanaan elektronifikasi pemerintah daerah

Terdapat Pedoman Teknis
Perencanaan Kinerja
Jangka Panjang

UPTB Puslia

Pedoman teknis perencanaan kinerja jangka
panjang Bidang Pajak disesuaikan kembali
sesuai dengan target dan indicator yang
tertuang di dalam dokumen RPIPD 2005 —
2025

Bidang Fajak

Pedoman teknis perencanaan kinerja jangka
panjang Bidang P2PATDA disesuaikan kembali
sesuai dengan target dan indicator yang
tertuang di dalam dokumen RPIPD 2005 —
2025

Bidang P2ZPATDA

Pedoman teknis perencanaan kinerja jangka
panjang Bidang PDLL disesuaikan kembali
sesuai dengan target dan indicator yang
tertuang di dalam dokumen RPIPD 2005 —
2025

Bidang PDLL




PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN

Linear (IKFD)

1.160 1.117

0.340

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

PERBANDINGAN INDEKS KAPASITAS FISKAL DAERAH

240 2:27—3-00
112

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

PERBANDINGAN IKSS. 1 REVENUE MOBILIZATION
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2023

PERBANDINGAN IKSS. 3 KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH

1.0331 1.0377

0.9928

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

PERBANDINGAN IKSS. 4 RASIO PAJAK DAERAH TERHADAP PDRB

2024

1.0210

PAOP]

2024

2025

2025
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|
A INTERNAL

CATATAN TEMUAN URAJAN REKOMENDASI

Hasil dari evaluasi akuntabilitas kinerja internal oleh | Hasil dari evaluasi akuntabilitas kinerja internal oleh APIP akan dimanfaatkan dalam
APIP belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam | mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja
mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja

TINDAKLANJUT LANGKAH KONKRIT
1. | Publikasi kinerja Triwulan II Tahun 2026 pada website PPID Bapenda

2. | Rapat kerja penginputan E SAKIP

3. | Rapat kerja Pansus DPRD Provinsi Sumatera Selatan terkait Optimalisasi
Pendapatan Daerah

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah | ,

dimanfaatkan dalam mendukung efektivitas dan
efisiensi kinerja 5. | Pelaksanaan SIGUNTANG MENYAPA setiap hari Selasa

Rapat kerja bersama BPKP terkait Optimalisasi Pendapatan Daerah

6. | Pelaksanaan pendataan dan validasi kendaraan bermotor bersama 17 (tujuh
belas) Pemerintahan Kabupaten /Kota

7. | Penyusunan Analisis Critical Success Factor (CSF) peningkatan kinerja
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& Profil ~ £ Informasi ~ {3 Standar Layanan - % Kontak - @ Link Terkait ~

Selamat Datang di

PPID BAPENDA
SUMSEL

Selamat datang di website PPID Badan Pendapatan Daerah Provinsi

Sumatera Selatan, Website ini dimaksudkan sebagai wadah penyampaian
informasi serta sarana publikasi mengenai Bapenda Sumsel, penyampaian

aspirasi, dan pengaduan secara digital. Melalui website ini diharapkan dapat

memberikan kemudahan bagi masyarakat Sumsel dan dapat mengenal lebih
Dr. H. ACHMAD RIZWAN, SSTP, M.M
dekat Bapenda Sumsel.

Kepzla Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sumatera Selatan

https://ppid-bapenda.sumselprov.go.id/
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Sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi
antara BPKP dengan Pemerintah
Provinsi Sumatera Selatan dalam upaya
peningkatan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) sektor penerimaan pajak daerah
pada Triwulan II Tahun 2026

Memberikan masukan kepada
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
terkait dengan strategi peningkatan
PAD dari sisi audit BPKP

Memberikan gambaran kondisi
keuangan daerah pasca
diberlakukannya Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah

Sebagai upaya mitigasi risiko awal yang
dilaksanakan oleh BPKP terkait dengan
potensi tunggakan pajak daerah serta
strategi untuk tidak terjadinya resiko
dengan rencana tindak pengendalian
yang preventif dan intensif
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PEMERINTAN PROVINST SUMATERA SELATAMN
BADAMN PENDAPATAN DAERAH

AM KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
FPROVINGI GUMATERA SELATAN

N APLIEAS] GIGUNTANG
UNTUK APARATUR SIFIL NEGARA
B LINGEUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINEI EUMATERA SELATAN

CLATAN

KEPALA BADANM PENDAPATAN DAERAH PROVINGI SUMATERA

Mepimbang : s bahws bsrdessackan  Peraiuran Mentert  Peodeyagunasn
Aparanr Negars dan  Reformesi  Birolons]  Ropubillk

Hemor 4 Tmhun 2033 tentang Perababan Ates

Menterl Pendaysgunnan Aparatur Negara Dan

Roformasl Dirokrasd 29 Tahum 22T tentang

Pamantauan dan Evaluast Kinerge Peoyslsapggarasn

Pelayanan Publik:
b bBahwa besdasarlean pertimbangan sebagaimons dimalus
hoaraf B, dan untok menindsklsnjutl  ketentasm
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<. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak
kendaraan bermotor;

d. Sebagai basis data pajalk kendaraan bermotor untuk
perhitungan proyelsi penerimaan daerah dari selktor pajalk
kendaraan bermotor:

e, Wajib pajak dan objek pajak kendaraan bermotor yvang
terdata melaluai Aplikasi SIGUNTANG mendapatlcan
gantungan Hang Tag;

f. Sebagai terobosan inovasi dengan pendekatan kultur
budaya masyarakat yang lebih humanis dan santun dalam
penagihan pajalk kendaraan bermotor.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkanya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

KELIMA Keputusan ini berlaku mulai sejak ditetapkan dengan ketentuan
bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali
sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata
terdapat kekelimuan dalam Keputusan ini.

Diitetapkan di Palembang
pada tanggal 13 April 2026

KEP. XPATAN DAERAH
RA SELATAN.

D MEALT RIZWAN, S. STP., M.M
TTAMA MADYA (TV/d)
NIP. 1958109232000121001

Tembusan Yth:

. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang:

. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;

. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;

. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
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Palembang, Indo Republik.com - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) resmi memulai
babak baru dalam pengelolaan pendapatan daerah. Melalui peluncuran aplikasi Siguntang
(Sistem Informasi Penagihan untuk Pajak Kendaraan Bermotor Terintegrasi), Pemprov Sumsel
berupaya mengawinkan kecanggihan teknologi dengan pendekatan personal yang santun kepada

masyarakat.

Peresmian inovasi ini dipimpin langsung oleh Gubernur Sumsel, Herman Deru, di Hall Hotel
Excelton Palembang, Selasa (7/4/2026). Dalam sambutannya, Herman Deru menegaskan bahwa

akurasi data adalah kunci utama dalam memberikan keadilan bagi wajib pajak.

"Sektor pajak kendaraan bermotor masih menjadi tulang punggung pendapatan daerah.
Pengelolaan yang optimal harus didukung oleh sistem data yang kuat dan terintegrasi. Kita tidak
bisa memberikan reward atau punishment yang tepat jika datanya belum akurat,” tegas Herman

Deru.

Berbeda dengan sistem penagihan konvensional yang kerap terkesan kaku, Siguntang dirancang
sebagai instrumen edukasi. Gubernur menekankan bahwa pemerintah ingin hadir sebagai mitra

masyarakat, bukan sekadar penagih hutang.

Implementasi di lapangan akan dilakukan secara persuasif. Petugas dibekali aplikasi untuk
mengecek status pajak kendaraan di ruang publik seperti perkantoran dan pusat perbelanjaan.
Bagi kendaraan yang terdeteksi menunggak, petugas tidak melakukan tindakan represif,
melainkan memasangkan “Hangtag” sebuah tanda pengingat fisik yang dipasang dengan santun

sebagai bentuk informasi kepada pemilik kendaraan.

Kepala Bapenda Provinsi Sumsel, Achmad Rizwan, §.STP, MM, menjelaskan bahwa Siguntang
hadir untuk melengkapi layanan yang sudah ada seperti Signal atau e-Dempo.

"Jika aplikasi pendahulunya difokuskan pada kemudahan pembayaran bagi masyarakat, maka
Siguntang adalah sistem penagihan terintegrasi berbasis mobile untuk petugas di lapangan,” ujar

Rizwan.
Beberapa fitur unggulan Siguntang meliputi:

1. Pengecekan Real-Time: Petugas cukup memasukkan nomor kendaraan untuk melihat status

pajak dan nominal tunggakan secara instan.

Baca Juga Ir. Muhammad Affan Prapanca Resmi Jabat Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang

2. Validasi Data Lapangan: Memastikan data antara sistem pusat dengan kondisi riil kendaraan

di jalanan tetap sinkron.

3. Integrasi TP2DD: Mendukung percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah di seluruh
Kabupaten/Kota se-Sumsel.)

Kegiatan peluncuran ini juga dirangkaikan dengan Capacity Building dan Coaching Clinic
Evaluasi Kinerja TP2DD, yang dihadiri oleh Dirlantas Polda Sumsel, para kepala OPD, serta

seluruh jajaran UPTB PPD se-Sumatera Selatan.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN
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Palembang, Sriwijaya-hariini.com - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) resmi memulai
habak baru dalam pengelolaan pendapatan daerah. Melalui peluncuran aplikasi Siguntang (Sistem
Informasi Penagihan untuk Pajak Kendaraan Bermotor Terintegrasi), Pemprov Sumsel berupaya
mengawinkan kecanggihan teknologi dengan pendekatan personal yang santun kepada masyarakat.

Peresmian inovasi ini dipimpin langsung oleh Gubernur Sumsel, Herman Deru, di Hall Hotel Excelton
Palembang, Selasa (7/4/2026). Dalam sambutannya, Herman Deru menegaskan bahwa akurasi data
adalah kunci utama dalam memberikan keadilan bagi wajib pajak.

"Sektor pajak kendaraan bermotor masih menjadi tulang punggung pendapatan daerah. Pengelolaan
yang optimal harus didukung oleh sistem data yang kuat dan terintegrasi. Kita tidak bisa memberikan
reward atau punishment yang tepat jika datanya belum akurat,” tegas Herman Deru.

Berheda dengan sistem penagihan konvensional yang kerap terkesan kaku, Siguntang dirancang
sebagai instrumen edukasi. Gubernur menekankan bahwa pemerintah ingin hadir sehagai mitra
masyarakat, bukan sekadar penagih hutang.

Implementasi di lapangan akan dilakukan secara persuasif. Petugas dibekali aplikasi untuk mengecek
status pajak kendaraan di ruang publik seperti perkantoran dan pusat perbelanjaan. Bagi kendaraan
yang terdeteksi menunggak, petugas tidak melakukan tindakan represif, melainkan memasangkan
"Hangtag" sebuah tanda pengingat fisik yang dipasang dengan santun sebagai bentuk informasi
kepada pemilik kendaraan.

Kepala Bapenda Provinsi Sumsel, Achmad Rizwan, 5.STP, MM, menjelaskan bahwa Siguntang hadir
untuk melengkapi layanan yang sudah ada seperti Signal atau e-Dempo.

"Jika aplikasi pendahulunya difokuskan pada kemudahan pembayaran bagi masyarakat, maka
Siguntang adalah sistem penagihan terintegrasi berbasis mobile untuk petugas di lapangan,” ujar
Rizwan.

Beberapa fitur unggulan Siguntang meliputi:

1. Pengecekan Real-Time: Petugas cukup memasukkan nomor kendaraan untuk melihat status pajak
dan nominal tunggakan secara instan.

2. Validasi Data Lapangan: Memastikan data antara sistem pusat dengan kondisi riil kendaraan di
jalanan tetap sinkron.

3. Integrasi TP2DD: Mendukung percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah di seluruh
Kabupaten/Kota se-Sumsel.

Kegiatan peluncuran ini juga dirangkaikan dengan Capacity Building dan Coaching Clinic Evaluasi
Kinerja TP2DD, yang dihadiri oleh Dirlantas Polda Sumsel, para kepala OPD, serta seluruh jajaran UPTB
PPD se-Sumatera Selatan.

Dengan hadirnya Siguntang, Bumi Sriwijaya kembali membuktikan komitmennya dalam melakukan
transformasi birokrasi yang lebih modern, transparan, namun tetap berpijak pada nilai-nilai
kemanusiaan yang menjadi ciri khas masyarakat Sumatera Selatan. (Nopi)

Previous: Next:
Parade Busana Wastra Sumsel Angkat Karya Hibah Lahan Disepakati, Gudang dan Dryer Segera
Desainer Sumsel, Icha Key Gaungkan Potensi Dibangun di Sumsel
Wastra Daerah
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Palembang, Radar Rl.com - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) resmi memulai babak baru dalam
pengelolaan pendapatan daerah. Melalui peluncuran aplikasi Siguntang (Sistem Informasi Penagihan untuk Pajak
Kendaraan Bermotor Terintegrasi), Pemprov Sumsel berupaya mengawinkan kecanggihan teknologi dengan
pendekatan personal yang santun kepada masyarakat.

Peresmian inovasi ini dipimpin langsung oleh Gubernur Sumsel, Herman Deru, di Hall Hotel Excelton Palembang,
Selasa (7/4/2026). Dalam sambutannya, Herman Deru menegaskan bahwa akurasi data adalah kunci utama dalam
memberikan keadilan bagi wajib pajak.

"Sektor pajak kendaraan bermotor masih menjadi tulang punggung pendapatan daerah. Pengelolaan yang optimal
harus didukung oleh sistem data yang kuat dan terintegrasi. Kita tidak bisa memberikan reward atau punishment
yang tepat jika datanya belum akurat,’ tegas Herman Deru.

Berbeda dengan sistem penagihan konvensional yang kerap terkesan kaku, Siguntang dirancang sebagai instrumen
edukasi. Gubernur menekankan bahwa pemerintah ingin hadir sebagai mitra masyarakat, bukan sekadar penagih
hutang.

Implementasi di lapangan akan dilakukan secara persuasif. Petugas dibekali aplikasi untuk mengecek status pajak
kendaraan di ruang publik seperti perkantoran dan pusat perbelanjaan. Bagi kendaraan yang terdeteksi
menunggak, petugas tidak melakukan tindakan represif, melainkan memasangkan “Hangtag” sebuah tanda
pengingat fisik yang dipasang dengan santun sebagai bentuk informasi kepada pemilik kendaraan.

Kepala Bapenda Provinsi Sumsel, Achmad Rizwan, S.STP, MM, menjelaskan bahwa Siguntang hadir untuk
melengkapi layanan yang sudah ada seperti Signal atau e-Dempo.

"Jika aplikasi pendahulunya difokuskan pada kemudahan pembayaran bagi masyarakat, maka Siguntang adalah
sistem penagihan terintegrasi berbasis mobile untuk petugas di lapangan,” ujar Rizwan.

Beberapa fitur unggulan Siguntang meliputi:

1. Pengecekan Real-Time: Petugas cukup memasukkan nomor kendaraan untuk melihat status pajak dan nominal
tunggakan secara instan.

2. Validasi Data Lapangan: Memastikan data antara sistem pusat dengan kondisi riil kendaraan di jalanan tetap
sinkron.

3. Integrasi TP2DD: Mendukung percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah di seluruh Kabupaten/Kota se-
Sumsel.

Kegiatan peluncuran ini juga dirangkaikan dengan Capacity Building dan Coaching Clinic Evaluasi Kinerja TP2DD,
yang dihadiri oleh Dirlantas Polda Sumsel, para kepala OPD, serta seluruh jajaran UPTB PPD se-Sumatera Selatan,

Dengan hadirnya Siguntang, Bumi Sriwijaya kembali membuktikan komitmennya dalam melakukan transformasi
birokrasi yang lebih modern, transparan, namun tetap berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi ciri khas
masyarakat Sumatera Selatan. (Indah)

Kekuatan Restu dan Akar Budaya, Amunisi Dr (c)
Rety Septika SH.,M.Kn Menuju Kursi Bupati

Libatkan APH, Lapas Banyuasin Perketat Pengawasan
Internal Lewat Tes Urin Menyeluruh
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Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas
layanan publik, khususnya di sektor perpajakan daerah. Terbaru, Gubernur Sumsel H.
Herman Deru secara resmi meluncurkan Aplikasi Sistem Informasi Penagihan Pajak
Kendaraan Bermotor Terintegrasi (SIGUNTANG), Selasa (7/4/2026), di The Excelton Hotel

Palembang.

Peluncuran aplikasi ini menjadi langkah strategis dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli
Daerah (PAD), sekaligus menjawab tantangan modernisasi pelayanan publik yang semakin

menuntut kecepatan, akurasi, dan pendekatan yang lebih humanis kepada masyarakat.

Dalam sambutannya, Herman Deru menegaskan bahwa sektor pajak kendaraan bermotor
masih menjadi tulang punggung pendapatan daerah. Oleh karena itu, pengelolaan yang

efektif harus didukung oleh sistem data yang kuat dan terintegrasi.

“Kita tidak bisa memberikan reward maupun punishment secara tepat jika data yang kita

miliki belum akurat. SIGUNTANG hadir untuk menjawab kebutuhan itu,” tegasnya.

Menariknya, Gubernur juga menekankan bahwa pendekatan yang digunakan dalam sistem
ini tidak semata-mata bersifat represif. Pemerintah, kata dia, mengedepankan sisi humanis

dengan memberikan edukasi dan pengingat yang santun kepada wajib pajak.

Kepala Bapenda Provinsi Sumsel, Dr. H. Achmad Rizwan, S.STP.,, M.M., menjelaskan bahwa
SIGUNTANG memiliki perbedaan mendasar dibandingkan aplikasi sebelumnya seperti
Signal atau e-Dempo. Jika aplikasi terdahulu berfokus pada proses pembayaran, maka
SIGUNTANG dirancang sebagai sistem penagihan terintegrasi berbasis mobile yang

digunakan langsung oleh petugas di lapangan.

"Petugas cukup memasukkan nomor kendaraan, dan seluruh informasi mulai dari status
pajak, jumlah tunggakan hingga lama keterlambatan akan langsung muncul secara real-

time,” jelas Rizwan.

Dalam implementasinya, metode penagihan yang digunakan juga dirancang lebih persuasif.
Petugas akan melakukan pengecekan di ruang publik seperti perkantoran dan pusat

perbelanjaan, guna memastikan validitas data kendaraan.

Selain itu, kendaraan yang terdeteksi menunggak tidak langsung dikenakan sanksi,
melainkan diberikan tanda pengingat berupa hangtag. Langkah ini diharapkan dapat

meningkatkan kesadaran masyarakat tanpa menimbulkan kesan intimidatif.
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Palembang, Halosumsel- Gubemur Sumatera Selatan, Dr. H. Herman Deru, meluncurkan Sistem Informasi Penagihan
untuk Pajak Kendaraan Bermator Terintegrasi (SIGUNTANG) sebagai upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan
mengoptimalkan pendapatan daerah, Selasa (7/4/2026), di Hotel Excelton Palembang.

Peluncuran dilakukan dalam rangkaian kegiatan Capacity Building dan Coaching Clinic Pengisian Evaluasi Kinerja
TP20D se-Sumatera Selatan Tahun 2026.

Herman Deru menqungkapkan, dari sekitar 4 juta unit kendaraan yang ada di Sumatera Selatan—yang mayoritas
merupakan sepeda motor—tingkat kepatuhan pembayaran pajak masih berada di kisaran 40 persen. Kondisi ini dinilai

perlu mendapat perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah kabupaten/kota.

Menurutnya, SIGUNTANG menjadi salah satu solusi berbasis digital yang diharapkan mampu meningkatkan efekiivitas

penagihan pajak sekaligus memperkuat basis data kendaraan bermotor.

“Ini bukan sekadar untuk meraih penghargaan, tetapi bagaimana meningkatkan kepatuhan masyarakat dan berdampak

langsung pada pendapatan daera,” ujamya.

la menjelaskan, sistem penagihan pajak telah berkembang dari metode razia di era 1990-an, pemberitahuan melalui pos,
hingga kini berbasis digital yang lebih modern dan humanis. Dalam implementasinya, pendekatan yang tepat, termasuk
“tekanan psikologis” yang positi, dinilal penting untuk mendorong kedisiplinan wajib pajak.

GUbernur juga menekankan bahwa modermisasi sistem harus diiringi peningkatan kualitas pelayanan. la meminta
seluruh petugas meningkatkan kompetensi, memahami hak dan kewajioan, serta akiif mengikuti coaching cliic.

Selain itu, validitas data menjadi faktor penting dalam penerapan kebijakan reward dan punishment bagi wajib pajak.
Herman Deru menegaskan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sektor andalan pendapatan daerah
yang membutuhkan sinergi seluruh pihak.

Kepala Bapenda Sumatera Selatan, Achmad Rizwan, dalam laporannya menyebutkan bahwa Pemprov Sumsel telah
meraih sejumlah penghargaan TP2DD, antara lain Provinsi Terbaik Il Wilayah Sumatera dan Rookie of The Year tahun

2024, serta Provinsi Terbaik | Wilayah Sumatera tahun 2025 dari Bank Indonesia.

la menambahkan, kegiatan capacity building dan coaching clinic ini bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya

manusia serta kualitas pengelolaan dan pelaporan kinerja TP2DD di seluruh kabupaten/kota.

SIGUNTANG sendiri merupakan aplikasi berbasis web dan mobile yang memungkinkan petugas melakukan pemindaian
pelat nomor kendaraan di lapangan. Data kendaraan akan langsung teridentifikasi untuk mengetahui status pajaknya.
Kendaraan yang menunggak atau mendekati jatuh tempo akan diberikan penandaan (hang tag) sebagai bentuk

pemberitahuan.

Dalam masa uji coba sejak 1 Januari hingga 17 Maret 2026, SIGUNTANG berhasil mendata 989 unit kendaraan dengan
potensi Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp673.487.723. Dari jumlah tersebut, 430 unit kendaraan atau 43,47 persen

telah melakukan pembayaran dengan realisasi penerimaan sebesar Rp183.820.930.

Kegiatan ini dihadiri perwakilan Bank Indonesia Sumatera Selatan, Tim Pembina Samsat Provinsi Sumatera Selatan,

kepala BPKAD dan Bapenda kabupaten/kota se-Sumatera Selatan, serta pimpinan cabang Bank Sumsel Babel.
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Palembang - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) resmi memulai babak baru dalam pengelolaan pendapatan

daerah. Melalui peluncuran aplikasi Siguntang (Sistem Informasi Penaqihan untuk Pajak Kendaraan Bermotor Terinteqrasi),

Pemprov Sumsel berupaya mengawinkan kecanggihan teknologi dengan pendekatan personal yang santun kepada
masyarakat.

Peresmian inovasi ni dipimpin [angsung oleh Gubernur Sumsel, Herman Deru, di Hall Hotel Excelton Palemband, Selasa
(7/412026). Dalam sambutannya, Herman Deru menegaskan bahwa akurasi data adalah kunci utama dalam memberikan

keadilan baqi wajib pajak.

"Sektor pajak kendaraan bermator masih menjadi tulang punggung pendapatan daerah. Pengelolaan yang optimal harus
didukung oleh sistem data yang kuat dan terinteqrasi. Kita tidak bisa memberikan reward atau punishment yang tepat jika
datanya belum akurat,"teqas Herman Deru.

Berbeda dengan sistem penagihan konvensional yang kerap terkesan kaku, Siquntang dirancang sebagai instrumen

edukasi. Gubernur menekankan bahwa pemerintah ingin hadir sebagai mitra masyarakat, bukan sekadar penaqih hutang,

Implementasi di lapangan akan dilakukan secara persuasif, Petugas dibekal aplikasi untuk mengecek status pajak
kendaraan di ruang publik sepert perkantoran dan pusat perbelanjaan. Bagikendaraan yang terdeteksi menunggak,
petugas tidak melakukan tindakan represif, melainkan memasanqkan "Hangtaq" sebuah tanda pengingat fisik yang

dipasang dengan santun sebagai bentuk informasi kepada pemilik kendaraan.

Kepala Bapenda Provinsi Sumsel, Achmad Rizwan, S.STP, MM, menjelaskan bahwa Siguntang hadir untuk melengkapi

layanan yang sudah ada seperti Signal atau e-Dempo.

"|ika aplikasi pendahulunya difokuskan pada kemudahan pembayaran bagi masyarakat, maka Siguntang adalah sistem

penagihan terintegrasi berbasis mobile untuk petugas di lapangan,” ujar Rizwan.

Beberapa fitur unggulan Siguntang meliputi:

1. Pengecekan Real-Time: Petugas cukup memasukkan nomor kendaraan untuk melihat status pajak dan nominal

tunggakan secara instan.

2. Validasi Data Lapangan: Memastikan data antara sistem pusat dengan kondisi riil kendaraan di jalanan tetap sinkron.

3. Integrasi TP2DD: Mendukung percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah di seluruh Kabupaten/Kota se-Sumsel.

Kegiatan peluncuran ini juga dirangkaikan dengan Capacity Building dan Coaching Clinic Evaluasi Kinerja TP2DD, yang
dihadiri oleh Dirlantas Polda Sumsel, para kepala OPD, serta seluruh jajaran UPTB PPD se-Sumatera Selatan.

Dengan hadirnya Siguntang, Bumi Sriwijaya kembali membuktikan komitmennya dalam melakukan transformasi birokrasi
yang lebih modern, transparan, namun tetap berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi ciri khas masyarakat

Sumatera Selatan.

(Rina)

voxentranews.com
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Palembang, Wartasumatranews.com - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) resmi memulai babak baru dalam pengelolaan pendapatan daerah.
Melalui peluncuran aplikasi Siguntang (Sistem Informasi Panagihan untuk Pajak Kendaraan Bermotor Terintegrasi), Pemprov Sumsel berupaya mengawinkan
kecanggihan teknologi dengan pendekatan personal yang santun kepada masyarakat.

Peresmian inovasi ini dipimpin langsung oleh Gubernur Sumsel, Herman Deru, di Hall Hotel Excelton Palembang, Selasa (7/4/2026).

Dalam sambutannya, Herman Deru menegaskan bahwa akurasi data adalah kunci utama dalam memberikan keadilan bagi wajib pajak.

"Sektor pajak kendaraan bermotor masih menjadi tulang punggung pendapatan daerah. Pengelolaan yang optimal harus didukung oleh sistem data yang
kuat dan terintegrasi. Kita tidak bisa memberikan reward atau punishment yang tepat jika datanya belum akurat," tegas Herman Deru.

Berbeda dengan sistem penagihan konvensional yang kerap terkesan kaku, Siguntang dirancang sebagai instrumen edukasi. Gubernur menekankan bahwa
pemerintah ingin hadir sebagal mitra masyarakat, bukan sekadar penagih hutang.

Implementasi di lapangan akan dilakukan secara persuasif. Petugas dibexali aplikasi untuk mengecek status pajak kendaraan di ruang publik seperti
perkantoran dan pusat perbelanjaan. Bagi kendaraan yang terdeteksi menunggak, petugas tidak melakukan tindakan represif, melainkan memasangkan
"Hangtag" sebuah tanda pengingat fisik yang dipasang dengan santun sebagai bentuk informasi kepada pemilik kendaraan.

Kepala Bapenda Provinsi Sumsel, Achmad Rizwan, 5.5TP, MM, menjelaskan bahwa Siguntang hadir untuk melengkapi layanan yang sudah ada seperti
Signal atau e-Dempo.

"Jika aplikasi pendahulunya difokuskan pada kemudahan pembayaran bagi masyarakat, maka Siguntang adalah sistem penagihan terintegrasi berbasis
mobile untuk petugas di lapangan,” ujar Rizwan.

https://wartasumatranews.com/wp
/modernisasiodernisasi-layanan-

Beberapa fitur unggulan Siguntang meliputi;

1. Pengecekan Real-Time: Petugas cukup memasukkan nomor kendaraan untuk melihat status pajak dan nominal tunggakan secara instan.

2. Validasi Data Lapangan: Memastikan data antara sistem pusat dengan kondisi riil kendaraan di jalanan tetap sinkron. p u b | I k_ p em p rov-sumse | -resmi-
3. Integrasi TP2DD: Mendukung percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah di seluruh Kabupaten/Kota se-Sumsel, O p e ra S | ka n 'S I Ste m - p e n a gl h a n - re a I -
Kegiatan peluncuran ini juga dirangkaikan dengan Capacity Building dan Coaching Clinic Evaluasi Kinerja TP20D, yang dihadiri oleh Dirlantas Polda Sumsel, t Ime-Si g un ta N g/

para kepala OPD, serta seluruh jejaran UPTB PPD se-Sumatera Selatan.

Dengan hadirnya Siguntang, Bumi Sriwijaya kembali membuktikan komitmennya dalam melakukan transformasi birokrasi yang lebih modern, transparan,
namun tetap berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi cirl khas masyarakat Sumatera Selatan. (Robi)

KEPALA BAPENDA PROV. SUMSEL
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Berbeda dengan sistem penagihan konvensional yang kerap terkesan kaku,

https ://lensanews.id/sine rgi-digita |- Siguntang dirancang sebagai instrumen edukasi. Gubernur menekankan bahwa
di-bumi-sriwi J aya- Si su ntan g- hadir- pemerintah ingin hadir sebagai mitra masyarakat, bukan sekadar penagih hutang.

sebagai-solusi-akurasi-data-pajak-
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kendaraan/ Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) resmi memulai babak baru dalam implementasi di lapangan akan dilakukan secara persuasif. Petugas dibekal
pengelolaan pendapatan daerah. Melalui peluncuran aplikasi Siguntang (Sistemn aplikasi untuk mengecek status pajak kendaraan di ruang publik seperti
Informasi Penagihan untuk Pajak Kendaraan Bermotor Terintegrasi), Pemprov perkantoran dan pusat perbelanjaan. Bagi kendaraan yang terdeteksi menunggak,
Sumsel berupaya mengawinkan kecanggihan teknologi dengan pendekatan petugas tidak melakukan tindakan represif, melainkan memasangkan “Hangtag”

sebuah tanda pengingat fisik yang dipasang dengan santun sebagai bentuk

personal yang santun kepada masyarakat. _ _ -
informasi kepada pemilik kendaraan.

Peresmian inovasi ini dipimpin langsung oleh Gubernur Sumsel, Herman Deru, di Kepala Bapenda Provinsi Sumsel, Achmad Rizwan, S.STP, MM, menjelaskan bahwa
Hall Hotel Excelton Palembang, Selasa (7/4/2026). Dalam sambutannya, Herman Siguntang hadir untuk melengkapi layanan yang sudah ada seperti Signal atau e-
Deru menegaskan bahwa akurasi data adalah kunci utama dalam memberikan Dempo.

keadilan bagi wajib pajak.

“Jika aplikasi pendahulunya difokuskan pada kemudahan pembayaran bagi
masyarakat, maka Siguntang adalah sistem penagihan terintegrasi berbasis

"Sektor pajak kendaraan bermotor masih menjadi tulang punggung pendapatan mobile untuk petugas dilapangan,” ujar Rizwan.
daerah. Pengelolaan yang optimal harus didukung oleh sistem data yang kuat dan
terintegrasi. Kita tidak bisa memberikan reward atau punishment yang tepat jika
datanya belum akurat,” tegas Herman Deru.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN
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Palembang. Berita Suara Rakyat. Com

Gubernur Sumatera Selatan, Dr.H Herman Deru, resmi meluncurkan Sistem Informasi Penagihan
untuk Pajak Kendaraan Bermotor Terintegrasi (SIGUNTANG). Peluncuran ini berlangsung dalam
rangkaian kegiatan Capacity Building dan Coaching Clinic Pengisian Evaluasi Kinerja TP2DD se-
Sumatera Selatan Tahun 2026 di Hotel Excelton, Selasa (7/4/2026) pagi.

Dalam sambutannya, Herman Deru mengapresiasi hadirnya inovasi baru yang dinilai lebih
humanis dan berbasis teknologi dalam sistem penagihan pajak kendaraan bermotor. |a
menjelaskan, sistem penagihan pajak terus mengalami perkembangan, mulai dari razia pada
era 1990-an, pemberitahuan melalui pos, hingga kini berbasis digital.

Menurutnya, kehadiran aplikasi SIGUNTANG bukan semata untuk meraih penghargaan,
melainkan untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui peningkatan kepatuhan wajib
pajak. la juga menekankan pentingnya membangun kesadaran masyarakat dengan pendekatan
yang tepat, termasuk menghadirkan “tekanan psikologis” yang positif agar masyarakat lebih
disiplin dalam membayar pajak.

Gubernur mengingatkan, seiring modernisasi sistem, masyarakat akan menuntut pelayanan
yang semakin baik dari aparatur pemerintah. Karena itu, ia meminta seluruh petugas untuk
meningkatkan kompetensi, memahami hak dan kewajiban, serta aktif mengikuti coaching clinic
sebagai bagian dari penguatan kapasitas.

Saat ini, jumlah kendaraan di Sumatera Selatan mencapai sekitar 4 juta unit, yang didominasi
sepeda motor. Namun, tingkat kepatuhan pembayaran pajak masih berada di kisaran 40 persen.
Untuk itu, keterlibatan pemerintah kabupaten/kota dinilai sangat penting, mengingat porsi
penerimaan terbesar berada di daerah tersebut.

Lebih lanjut, Herman Deru menegaskan pentingnya validitas data sebagai dasar penerapan
kebijakan reward dan punishment bagi wajib pajak. la juga menyoroti bahwa sektor Pajak
Kendaraan Bermotor merupakan salah satu andalan pendapatan daerah, sehingga diperlukan

sinergi seluruh pihak dalam pengelolaannya.

Sementara itu, Kepala Bapenda Sumatera Selatan, Achmad Rizwan, dalam laporannya
menyampaikan bahwa Pemprov Sumsel telah meraih sejumlah penghargaan TP2DD, di
antaranya Provinsi Terbaik Il Wilayah Sumatera dan Rookie of The Year pada 2024, serta Provinsi
Terbaik | Wilayah Sumatera pada 2025 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.

la menjelaskan, kegiatan capacity building dan coaching clinic ini bertujuan meningkatkan
kapasitas sumber daya manusia serta kualitas pengelolaan dan pelaporan kinerja TP2DD di

seluruh kabupaten/kota di Sumatera Selatan.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN
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Gubernur Sumatera Selatan, DrH Herman Deru, resmi meluncurkan Sistem Informasi Penagihan untuk
Paiak Kendaraan Bermotor Terintegrasi (SIGUNTANG). Peluncuran ini berlangsung dalam rangkaian
kegiatan Capacity Building dan Coaching Clinic Penqisian Evaluasi Kinerja TP20D se-Sumatera Selatan

Tahun 2026 di Hotel Excelton, elasa (7/4/2026) pagi QOLEUERTLE

Dalam sambutannya, Herman Deru menqapresiasi hadirmya inovasi baru yang dinilai lebih humanis dan
Derbiasis teknologi dalam sistem penaginan pajak kendaraan bermotor, la menjelaskan, sistem penagihan
pajak terus mengalami perkembangan, mulai dari razia pada era 1990-an, pemberitahuan melalui pos,
hinqqa kini berbasis digital,

Lebih lanjut, Herman Deru menegaskan pentingnya validitas data sebagai dasar penerapan kebijakan
reward dan punishment bagi wajib pajak. la juga menyoroti bahwa sektor Pajak Kendaraan Bermotor
merupakan salah satu andalan pendapatan daerah, sehingga diperlukan sinergi seluruh pihak dalam
pengelolaannya.

Sementara itu, Kepala Bapenda Sumatera Selatan, Achmad Rizwan, dalam laporannya menyampaikan
bahwa Pemprov Sumsel telah meraih sejumlah penghargaan TP2DD, di antaranya Provinsi Terbaik I
Wilayah Sumatera dan Rookie of The Year pada 2024, serta Provinsi Terbaik | Wilayah Sumatera pada
2025 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.

la menjelaskan, kegiatan capacity building dan coaching clinic ini bertujuan meningkatkan kapasitas
sumber daya manusia serta kualitas pengelolaan dan pelaporan kinerja TP2DD di seluruh kabupaten/kota
di Sumatera Selatan.

Sejalan dengan upaya percepatan digitalisasi daerah, Pemprov Sumsel melalui Bapenda menghadirkan
inovasi aplikasi SIGUNTANG sebagai instrumen utama untuk meningkatkan efektivitas penagihan pajak
sekaligus memperkuat basis data kendaraan.

Aplikasi SIGUNTANG merupakan sistem berbasis web dan mobile yang memungkinkan petugas
melakukan pemindaian (scan) pelat nomor kendaraan di lapangan. Data kendaraan akan langsung
teridentifikasi untuk mengetahui status pajaknya. Jika ditemukan kendaraan yang menunggak atau
mendekati jatuh tempo, petugas akan memberikan penandaan (hang tag) sebagai bentuk pemberitahuan
kepada wajib pajak.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN
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Sibernas1.com Palembang.—- Gubemur Sumatera Selatan, Dr.H Herman Deru, resmi meluncurkan Sistem Informasi
Penagihan untuk Pajak Kendaraan Bermotor Terintegrasi (SIGUNTANG). Peluncuran ini berlangsung dalam rangkaian
kegiatan Capacity Building dan Coaching Clinic Pengisian Evaluasi Kinerja TP2DD se-Sumatera Selatan Tahun 2026 d
Hotel Excelton, Selasa (7/4/2026) pag.

Dalam sambutannya, Herman Deru mengapresiasi hadirnya inovasi baru yang dinilai lebih humanis dan berbasis
teknologi dalam sistem penagihan pajak kendaraan bermotor. la menjelaskan, sistem penagihan pajak terus
mengalami perkembangan, mulai dari razia pada era 1990-an, pemberitahuan melalui pos, hingga kini berbasis

digital.

Menurutnya, kehadiran aplikasi SIGUNTANG bukan semata untuk meraih penghargaan, melainkan untuk
meningkatkan pendapatan daerah melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak. la juga menekankan pentingnya
membangun kesadaran masyarakat dengan pendekatan yang tepat, termasuk menghadirkan “tekanan psikologis”

yang positif agar masyarakat lebih disiplin dalam membayar pajak.

Gubernur mengingatkan, seiring modernisasi sistem, masyarakat akan menuntut pelayanan yang semakin baik dari
aparatur pemerintah. Karena itu, ia meminta seluruh petugas untuk meningkatkan kompetensi, memahami hak dan

kewajiban, serta aktif mengikuti coaching clinic sebagai bagian dari penquatan kapasitas.

Saat ini, jumlah kendaraan di Sumatera Selatan mencapai sekitar 4 juta unit, yang didominasi sepeda motor. Namun,
tingkat kepatuhan pembayaran pajak masih berada di kisaran 40 persen. Untuk itu, keterlibatan pemerintah

kabupaten/kota dinilai sangat penting, mengingat porsi penerimaan terbesar berada di daerah tersebut.

Lebih [anjut, Herman Deru menegaskan pentingnya validitas data sebagai dasar penerapan kebijakan reward dan
punishment bagi wajib pajak. la juga menyoroti bahwa sektor Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu

andalan pendapatan daerah, sehingga diperlukan sinergi seluruh pihak dalam pengelolaannya.

Sementara itu, Kepala Bapenda Sumatera Selatan, Achmad Rizwan, dalam laporannya menyampaikan bahwa Pemprov
Sumsel telah meraih sejumlah penghargaan TP2DD, di antaranya Provinsi Terbaik Il Wilayah Sumatera dan Rookie of

The Year pada 2024, serta Provinsi Terbaik | Wilayah Sumatera pada 2025 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.

BACA JUGA : Pulang Kampung Waguhb Cik Ujang Gelar Halal Bihalal Dengan Warga Lahat

|la menjelaskan, kegiatan capacity building dan coaching clinic ini bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya

manusia serta kualitas pengelolaan dan pelaporan kinerja TP2DD di seluruh kabupaten/kota di Sumatera Selatan.

Sejalan dengan upaya percepatan digitalisasi daerah, Pemprov Sumsel melalui Bapenda menghadirkan inovasi aplikasi
SIGUNTANG sebagai instrumen utama untuk meningkatkan efektivitas penagihan pajak sekaligus memperkuat basis

data kendaraan.

Aplikasi SIGUNTANG merupakan sistem berbasis web dan mobile yang memungkinkan petugas melakukan
pemindaian (scan) pelat nomor kendaraan di lapangan. Data kendaraan akan langsung teridentifikasi untuk
mengetahui status pajaknya. Jika ditemukan kendaraan yang menunggak atau mendeati jatuh tempo, petugas akan

memberikan penandaan (hang tag) sebagal bentuk pemberitahuan kepada wajib pajak.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN
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Palembang, harian62.info -

Gubernur Sumatera Selatan, Dr.H Herman Deru, resmi meluncurkan Sistem Informasi Penagihan
untuk Pajak Kendaraan Bermotor Terintegrasi (SIGUNTANG). Peluncuran ini berlangsung dalam
rangkaian kegiatan Capacity Building dan Coaching Clinic Pengisian Evaluasi Kinerja TP2DD se-
Sumatera Selatan Tahun 2026 di Hotel Excelton, Selasa (7/4/2026) pagi.

Dalam sambutannya, Herman Deru mengapresiasi hadimya inovasi baru yang dinilai lebih humanis
dan berhasis teknologi dalam sistem penagihan pajak kendaraan bermotor. la menjelaskan, sistem
penagihan pajak terus mengalami perkembangan, mulai dari razia pada era 1990-an, pemberitahuan
melalui pos, hingga kini berbasis digital,

Menurutnya, kehadiran aplikasi SIGUNTANG bukan semata untuk meraih penghargaan, melainkan
untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak. la juga
menekankan pentingnya membangun kesadaran masyarakat dengan pendekatan yang tepat,
termasuk menghadirkan “tekanan psikologis” yang positif agar masyarakat lebih disiplin alam
membayar pajak.

Gubernur mengingatkan, seiring modernisasi sistem, masyarakat akan menuntut pelayanan yang
semakin balk dari aparatur pemerintah. Karena it, 1a meminta seluruh petugas untuk meningkatkan
kompetensi, memahami hak dan kewajioan, serta aktif mengikuti coaching clinic sebaqal bagian dar
penquatan kapasitas.

Saat Ini, Jumlah kendaraan di Sumatera Selatan mencapai sexitar 4 juta unit, yang didominasi sepeda
motor, Namun, tingkat kepatuhan pembayaran pajak masih berada di kisaran 40 persen, Untuk ity
keterllbatan pemerintah kabupaten/kota dinilai sangat penting, mengingat porsi penerimaan
terbesar berada d daerah tersebut

Lebih [anjut, Herman Deru menegaskan pentingnya validitas data sebagal dasar penerapan kebijakan
reward dan punishment bagi wajib pajak. la juga menyoroti bahwa sektor Pajak Kendaraan Bermotor
merupakan salah satu andalan pendapatan daerah, sehingga diperlukan sinergi seluruh pinak dalam
penqelolaannya.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN
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GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PALEMBANG, SUARAPUBLIK.ID — Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus
mendorong digitalisasi pelayanan publik melalui peluncuran aplikasi Sistem
Informasi Penagihan untuk Pajak Kendaraan Bermotor Terintegrasi (SIGUNTANG)
sebagai upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi pendapatan
daerah.

Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, secara resmi meluncurkan aplikasi
SIGUNTANG dalam kegiatan Capacity Building dan Coaching Clinic Pengisian
Evaluasi Kinerja TP2DD se-Sumatera Selatan Tahun 2026 di Hotel Excelton,
Palembang, Selasa (7/4/2026).

Dalam sambutannya, Herman Deru menegaskan bahwa kehadiran aplikasi
SIGUNTANG merupakan bagian dari transformasi pelayanan pajak yang terus
berkembang mengikuti kemajuan teknologi.

“Kita tidak boleh berhenti berinovasi. Dulu penagihan pajak dilakukan dengan
razia, kemudian melalui surat, sekarang kita masuk era digital. Ini adalah bentuk
pelayanan yang lebih modern dan humanis,” ujamya.

la menekankan, tujuan utama pengembangan sistem digital tersebut bukan
sekadar untuk meraih penghargaan, melainkan untuk meningkatkan kepatuhan
masyarakat dalam membayar pajak kendaraan.

“Saya ingin tegaskan, aplikasi ini bukan untuk mengejar penghargaan, tetapi untuk
meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan pada akhirmya meningkatkan
pendapatan daerah " kata Herman Deru.

KOMENDASI 04 HASIL
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“Aplikasi ini berbasis web dan mobile. Petugas cukup memindai pelat nomor
kendaraan, maka data kendaraan dan status pajaknya akan langsung muncul”
jelas Rizwan.

la menambahkan, jika ditemukan kendaraan yang menunggak atau mendekati
Jatuh tempo pembayaran pajak, petugas akan memberkan penandaan sebagai
bentuk pemberitahuan kepada wajib pajak.

“Langkah ini dilakukan sebagai pengingat kepada masyarakat agar segera
memenuhi kewajibannya membayar pajak kendaraan,” ujamya.

Rizwan juga mengungkapkan bahwa pada masa uji coba sejak 1 Januari hingga
17 Maret 2026, aplikasi SIGUNTANG telah menunjukkan hasil awal yang cukup
positif.

“Selama masa uji coba, kami berhasil mendata 989 unit kendaraan dengan
potensi Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp673 juta lebih. Dari jumlah
tersebut, 430 unit kendaraan atau sekitar 43 47 persen sudah melakukan
pembayaran,” paparnya.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan optimistis, penerapan sistem digital melalui
aplikasi SIGUNTANG akan menjadi instrumen penting dalam meningkatkan
kepatuhan wajib pajak, memperkuat basis data kendaraan, serta mengoptimalkan
pendapatan daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor.
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SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan resmi
meluncurkan sistem informasi penagihan pajak kendaraan berbasis digital
melalui aplikasi Siguntang. Peluncuran inovasi layanan publik ini diresmikan
langsung oleh Gubernur Sumsel, Herman Deru, di Hall Hotel Excelton

Palembang, Selasa (7/4/2026).

Langkah ini diambil sebagai strategi penting dalam mengoptimalkan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan

kepada wajib pajak melalui pendekatan yang lebih modern dan akurat.

“Sektor pajak kendaraan bermotor masih menjadi tulang punggung
pendapatan daerah. Pengelolaan yang optimal harus didukung oleh sistem
data yang kuat dan terintegrasi. Kita tidak bisa memberikan reward atau
punishment yang tepat jika datanya belum akurat,” ujar Herman Deru dalam

sambutannya.
Pendekatan Humanis dalam Penagihan

Gubernur menekankan bahwa kehadiran Siguntang mengedepankan sisi

humanis.

Pemerintah tidak hanya berfokus pada penagihan secara kaku, tetapi juga

memberikan edukasi serta pengingat yang santun kepada masyarakat.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumsel, Achmad
Rizwan, menjelaskan perbedaan mendasar antara Siguntang dengan aplikasi

pendahulunya.

“Jika aplikasi seperti Signal atau e-Dempo difokuskan pada proses
pembayaran, maka Siguntang hadir sebagai sistem penagihan terintegrasi

berbasis mobile untuk petugas,” jelas Rizwan.
Fitur Utama dan Mekanisme Kerja

Aplikasi Siguntang memungkinkan petugas melakukan pengecekan data

secara real-time di lapangan.

Cukup dengan memasukkan nomor kendaraan, informasi status pajak,

nominal tunggakan, hingga lama keterlambatan akan langsung ditampilkan.
Dalam pelaksanaannya, petugas di lapangan akan menerapkan metode:

Pengecekan di Ruang Publik: Melakukan validasi data kendaraan di

perkantoran maupun pusat perbelanjaan.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN
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Kepala Bapenda Prov. Sumsel Dr. H. Achmad Rizwan, S.STP, MM
memimpin Gerakan SIGUNTANG MENYAPA,
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Kepala Bapenda Prov. Sumsel Dr. H. Achmad Riawan, S.STP, MM
memimpin Gerakan SIGUNTANG MENYAPA.




PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN




PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN

Pendataan 2026 Vlidasi = Laporan = Syetem *

Selamat Datang SEKRETARIAT

TOTAL KENDARAAN

4,691,455

Perciatsm 2008

1 WASBIN

2 PUSUA

3 BIDANG P2PATDA

4 BIDANG PDLL

5 BIDANG PAJAK

BELUM VALIDASI

4,641,079

ynddaan

134157
b 01 Adi 2026

¥ JUMLAH PENDATAAN @ PERSENTASE TOTAL

0.63%

0.44 %




PEMERINTAH PROVINSI

SUMATERA SELATAN

https://palembang.tribunnews.com
/metro/1314872/bapenda-sumsel-
validasi-data-kendaraan-bermotor-
optimalkan-pajak-daerah-hingga-
mei-2026

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi
Sumatera Selatan akan melakukan validasi data kendaraan bermotor di
seluruh wilayah Sumatera Selatan sebagai langkah strategis meningkatkan

penerimaan pajak daerah.

Kepala Bapenda Sumsel, Achmad Rizwan menegaskan, Pajak Kendaraan
Bermotor (PKB) menjadi salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah

(PAD) yang berperan penting dalam pembangunan.

“Pajak kendaraan bermotor menjadi tulang punggung pendapatan daerah.
Karena itu, pengelolaan data yang akurat dan terintegrasi sangat diperlukan

agar potensi penerimaan bisa dioptimalkan,” ujarnya, Kamis (9/4/2026).

Rizwan menjelaskan, kegiatan validasi kendaraan bermotor telah dimulai
sejak 1 April dan akan berlangsung hingga 31 Mei 2026 di seluruh kabupaten/

kota se-Sumatera Selatan.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan jumlah kendaraan aktif di Sumsel

dapat terdata secara akurat dan terbaru.

“Validasi kendaraan dilakukan agar kita mengetahui secara pasti berapa

banyak kendaraan yang masih aktif di Sumsel,” jelasnya.

Banyak Kendala Data di Lapangan

Menurut Rizwan, masih terdapat sejumlah kendala dalam pengelolaan data

kendaraan bermotor, di antaranya:

Data yang belum diperbarui

Perubahan kepemilikan yang belum tercatat

Kendaraan yang belum teridentifikasi di lapangan

Melalui validasi ini, pemerintah berupaya melakukan pemutakhiran data
secara terpadu dengan melibatkan seluruh unsur pemerintahan, termasuk

desa dan kelurahan.

Didukung Program SIGUNTANG
Langkah tersebut sejalan dengan arahan Gubernur Sumsel, Herman Deru,

saat peluncuran aplikasi SIGUNTANG di Palembang.

Dalam masa uji coba sejak 1Januari hingga 17 Maret 2026, aplikasi

SIGUNTANG mencatat:

989 unit kendaraan terdata

Potensi PKB mencapai Rp673.487.723

430 kendaraan (43,47 persen) sudah membayar

Realisasi penerimaan Rp183.820.930

Desa Diminta Aktif Validasi

Sementara itu, Kepala Dinas PMD Sumsel, Sutoko, menyatakan dukungan

penuh terhadap program tersebut.
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Palembang, Sumsel (ANTARA) - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera
Selatan melibatkan pemerintah desa dan kelurahan dalam proses validasi data
kendaraan bermotor guna meningkatkan akurasi data dan optimalisasi penerimaan

pajak daerah.

Kepala Bapenda Sumsel Achmad Rizwan di Palembang, Sumsel, Kamis, mengatakan
pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber utama pendapatan asli

daerah (PAD), yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan.

"Pengelolaan data yang akurat dan terintegrasi sangat diperlukan agar potensi
penerimaan pajak dapat dioptimalkan. Karena itu, validasi dilakukan secara menyeluruh

hingga ke tingkat desa," katanya.

la menjelaskan pelaksanaan validasi data kendaraan bermotor dilakukan di seluruh

kabupaten/kota di Sumatera Selatan mulai 1 April hingga 31 Mei 2026.

Namun, masih terdapat berbagai kendala dalam pengelolaan data, seperti data yang
belum diperbarui, perubahan kepemilikan yang belum tercatat, hingga kendaraan yang

belum teridentifikasi secara pasti di lapangan.

Maka dari itu, keterlibatan pemerintah desa dan kelurahan diharapkan proses

pemutakhiran data dapat berjalan lebih efektif karena aparatur di tingkat tersebut

memiliki pemahaman langsung terhadap kondisi masyarakat.

Langkah tersebut juga sejalan dengan arahan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru
saat peluncuran aplikasi SIGUNTANG, yang menekankan pentingnya basis data yang kuat

dan terintegrasi dalam optimalisasi pajak kendaraan bermotor.

Pada masa uji coba aplikasi SIGUNTANG sejak 1Januari hingga 17 Maret 2026, tercatat
sebanyak 989 unit kendaraan dengan potensi PKB sebesar Rp673,48 juta. Dari jumlah
tersebut, sebanyak 430 unit kendaraan atau 43,47 persen telah melakukan pembayaran

dengan realisasi penerimaan mencapai Rp183,82 juta.

Sementara itu, Kepala Dinas PMD Sumsel Sutoko menyatakan dukungan penuh terhadap

pelaksanaan validasi data tersebut.

Pemerintah desa sangat penting dalam memastikan akurasi data kendaraan di lapangan.

"Pemerintah desa dan kelurahan memiliki pemahaman langsung terhadap kondisi
masyarakat di wilayahnya. Karena itu, kami mendorong seluruh desa aktif melakukan

verifikasi dan validasi data kendaraan bermotor," katanya.

Validasi tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan

pendapatan daerah, khususnya dari sektor pajak kendaraan bermotor.
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Bisnis.com, PALEMBANG— Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatra
Selatan mulai melakukan validasi data kendaraan bermotor di seluruh kabupaten dan
kota sebagai upaya menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak
Kendaraan Bermotor (PKB).

Program validasi ini dilaksanakan serentak mulai 1 April hingga 31 Mei 2026 di seluruh
wilayah Sumatra Selatan (Sumsel), dengan melibatkan pemerintah kabupaten/kota
hingga pemerintah desa dan kelurahan.

“Pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu tulang punggung pendapatan daerah.
Olenh karena itu, pengelolaan data yang akurat dan terintegrasi sangat diperlukan agar
potensi penerimaan pajak dapat dioptimalkan. Validasi ini dilakukan di Sumsel mulai 1
April sampai 31 Mei 2026 di seluruh kabupaten dan kota,” ujarnya, dikutip Kamis
(9/412026).

Menurutnya, masih terdapat sejumlah kendala dalam pengelolaan data kendaraan
bermotor, mulai dari data yang belum diperbarui, perubahan kepemilikan yang belum
tercatat, hingga kendaraan yang belum teridentifikasi secara pasti di lapangan.

Dengan demikian, validasi data dilakukan sebagai upaya pemutakhiran basis data
kendaraan secara terpadu agar potensi pajak yang selama ini belum tergarap dapat
dimaksimalkan.

“Melalui kegiatan validasi ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupaya
melakukan pemutakhiran data secara terpadu dengan melibatkan seluruh unsur

pemerintahan, termasuk pemerintah desa dan kelurahan,” imbuhnya.

Rizwan menambahkan, langkah tersebut juga sejalan dengan arahan Gubernur Sumsel
saat peluncuran aplikasi SIGUNTANG. Gubernur menekankan bahwa penerimaan PKB
masih menjadi tulang punggung pendapatan daerah, baik di tingkat provinsi maupun
kabupaten/kota. Sehingga pengelolaan pajak harus didukung basis data yang kuat dan
terintegrasi.

Pada masa uji coba sejak 1 Januari hingga 17 Maret 2026, aplikasi SIGUNTANG berhasil
mendata 989 unit kendaraan dengan potensi Pajak Kendaraan Bermotor mencapai
Rp673 juta.

“Dari jumlah tersebut, sebanyak 430 unit kendaraan atau 43,47% telah melakukan
pembayaran, dengan realisasi penerimaan sebesar Rp183 juta,” jelasnya.

Capaian ini dinilai mencerminkan masih besarnya potensi pendapatan daerah dari sektor
pajak kendaraan yang dapat terus digali melalui validasi data secara menyeluruh.
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Palembang - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumatera Selatan
akan melakukan validasi data kendaraan bermotor. Upaya itu untuk
meningkatkan penerimaan pajak daerah. Koordinasi dilakukan dengan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk akurasi data di lapangan.

"Pengelolaan data yang akurat dan terintegrasi sangat diperlukan agar
potensi penerimaan pajak daerah dapat dioptimalkan. Validasi itu sudah
mulai dilakukan dan akan terus berjalan hingga 31 Mei 2026 di seluruh
kabupaten/kota se-Sumsel," ujar Rizwan, Rabu (8/4/2026).

Menurutnya, penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) menjadi
sumber penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Upaya
peningkatan pajak daerah akan dilakukan, menyusul berkurangnya dana
transfer ke daerah (TKD).

Rizwan menjelaskan validasi kendaraan itu sejalan dengan arahan
Gubernur Herman Deru saat launching aplikasi Siguntang 7 April 2026.
Bahwa pengelolaan pajak yang optimal harus didukung basis data kuat
dan terintegrasi.

Pada masa uji coba aplikasi Siguntang (1 Januari-17 Maret 2026),
berhasil mendata 989 unit kendaraan dengan potensi PKB Rp

673.487.723. Dari jumlah itu, 430 unit kendaraan atau 43,47 persen telat
melakukan pembayaran dengan realisasi penerimaan Rp 183.820.930.

Sementara itu, Kepala Dinas PMD Sumsel Sutoko menyatakan
dukungan penuh terhadap pelaksanaan validasi data kendaraan
bermotor tersebut. Dia menilai peran pemerintah desa sangat penting
memastikan akurasi data di lapangan.

"Pemerintah desa/kelurahan memiliki pemahaman terhadap kondisi
masyarakat di wilayahnya. Karena itu, kami meminta seluruh desa aktif
melakukan verifikasi dan validasi data kendaraan bermotor,"” ungkapnﬂ
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Palembang,Focuskini

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumatera Selatan menggelar rapat koordinasi
lintas instansi di Aula Sriwijaya pada Rabu (8/4/2026) guna melakukan pemutakhiran data
kendaraan bermotor secara terpadu di seluruh kabupaten/kota demi mengoptimalkan
Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kegiatan yang melibatkan Dinas PMD dan pemerintah kabupaten/kota ini dijadwalkan
berlangsung mulai April hingga 31 Mei 2026 sebagai langkah strategis memperkuat basis
data pajak daerah.

Kepala Bapenda Sumsel, Achmad Rizwan menyampaikan jika akurasi data merupakan
aspek krusial karena sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pilar utama
pembiayaan pembangunan di wilayah Sumatera Selatan.

“‘Pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu tulang punggung pendapatan daerah.
Oleh karena itu, pengelolaan data yang akurat dan terintegrasi sangat diperlukan agar
potensi penerimaan pajak dapat dioptimalkan,” ujar Rizwan, Kamis (9/4/2026).

Validasi ini juga merupakan tindak lanjut dari pengoperasian aplikasi SIGUNTANG yang
mewajibkan adanya integrasi data yang kuat.

Berdasarkan catatan masa uji coba sejak awal tahun hingga Maret 2026, aplikasi tersebut
telah mendeteksi potensi pajak sebesar Rp673 juta, dengan realisasi pembayaran
mencapai 43,47 persen dari total kendaraan yang terdata.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Dinas PMD Sumsel, Sutoko, memberikan dukungan
penuh dengan menginstruksikan perangkat desa dan kelurahan untuk menjadi ujung
tombak verifikasi di lapangan.

Keterlibatan aparatur tingkat bawah diharapkan mampu menyelesaikan persoalan
kendaraan yang belum teridentifikasi serta perubahan status kepemilikan agar
transparansi pajak semakin meningkat.

“Pemerintan desa dan kelurahan memiliki pemahaman langsung terhadap kondisi
masyarakat di wilayahnya. Karena itu, kami meminta seluruh desa untuk aktif melakukan
verifikasi dan validasi data kendaraan bermotor,” pungkasnya. (Tia)
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ANALISIS CRITICAL SUCCESS FACTOR (CSF)
META INDIKATOR KINERJA FISKAL DAERAH

PENDAHULUAN

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia tidak terlepas modifikasi dari penerapan
fiscal federalism di beberapa negara bagian di Benua Eropa yang berlandaskan pada teori
tradisional (first-generation theories) dan new perspective theories (second-gemeration
theories). Peran dan fungsi pengelolaan keuangan yang diserahkan kepada pemerintahan
pada lini bawah yang digunakan untuk ruang pelayanan publik. Dalam beberapa penelitian
di beberapa negara bagian di Eropa, bahwa pengambilan kebijakan terdesentralisasi
menurut tingkatan terbawah dalam sistem pemerintahan dan akan lebih efektif dan efisiens
jika dilaksanakan pada tingkatan pemerintahan terbawah untuk memastikan bahwa rakyat
atau masyarakat dapat merasakan langsung dampak positif ruang pelayanan publik [Olaide
etal, 2022)

Hubungan sektor pengelolaan keuangan yang dikembalikan kepada publik, pemerintahan
daerah seharusnya mempunyai pengetahuan lebih baik tentang karakteristik wilayahnya
dibandingkan pemerintah pusat dengan rentang kendali yang jauh (Bushashe & Bayiley,
2024). Dengan demikian, harapannya adalah pemerintzhan daerah bisa mengambil
keputusan terbaik atas permasalahan di daerah terkait penyediaan produk barang serta
jasa dengan lebih efektif dan efisien, yang lebih dikenal sebagai pengetahuan efisiensi
alokasi dalam pendanaan serta membelanjakan dengan program yang tepat sasaran
(Hidayat & Yulianits, 2025).

Pengembangan teori generasi tahap kedua, disempurnakan dengan berfokus berfokus pada
pentingnya pembagian menurut ftingkatan kewenangan sebagai perpanjangan dari
pemerintah pusat dalam mengatur serta mengelola pendapatan dan belanja (revenue and
expenditure assignment) diantara tingkatan level pemerintahan. Dalam teori ini
menjelaskan bahwa peran dan posisi pemerintahan daerah dapat dipengaruhi dengan
menerapkan desentralisasi fiskal daerah (Olaide et al,, 2025). Peran pemerintah pusat telah
terbagi dalam mengatur dan mengelola kegiatan pembangunan di tingkat daerah, maka
pemerintahan daerah mengambil peran tersebut untuk mengelola kewenangan yang lebih
besar namun tetap berlandaskan pada prinsip keseimbangan antar wilayah dalam
mengembangkan perekonomian sumber daya daerah. Sebagai upaya yang terus
diselaraskan dengan konsolidasi fiskal, kepentingan untuk menciptakan pemerintah daerah
vang lebih baik demi mencapai kesejahteraan perekonomian di daerah, teori generasi tahap
kedua ini juga mempunyai pondasi pada dua struktur yaitu adanya interaksi yang tak
terbatas antar tingkat pemerintahan serta interaksi horizontal untuk menjaga kesenjangan
antar wilayah pemerintahan daerah.

Pendekatan kebijakan pengelolaan desentralisasi fiskal dari penerimaan daerah yang sah
pertama kali diterapkan di Indonesia dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 22 tahun
1999 tentang Pemerintahan Daerah yang disertai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor

Uji akar unit digunakan untuk mengidentifikasi tren stokastik dalam data. Untuk
mempelajari hubungan antar variabel, persamaan umum berikut diusulkan:

IKFD, m fig + BylK551, + ffK552, + fIKS53, + BIKSS4, + BoIKS5S, + fal K556, +
B IKS5T, + Bl K558, + e, (1)

Di mana: fiy adalah konstanta dan B,y adalah keefisien variabel eksogen, dan ¢ adalah
faktor kesalahan. Dari persamaan (1) di atas, model ini pertama kali diperkenalkan ocleh
Pesaran et al, (2001). Jika deret tersebut stasioner pada tingkat pertama dan tingkat
perbedaan atau keduanya, model ini dapat digunakan. Jika terdapat hubungan jangka
panjang antara variabel yang dipertimbangkan, model ARDL jangka panjang dan jangka
pendek adalah sebagai berikut:

AIKFD, = ag + aylKSS1,oy + @2lK552, + aalKS53, + malKS554, + asIKS55, + aglK556, +
@ IKS5T, + agIlKSS8, + 0 8 AMKFD o+ ¥ R AIKSSZ, | +T5 B AIKSS3,_, +

" BAIKSSd, + T BAIKSSS oy + TR B AIKSSE,y + T, By AIKEST .y +

M BaAIKSS8,, + ECMeey + (2)

di mana # adalah volatilitas dalam jangka pendek dan suku koreksi kesalahan menunjukkan
seberapa cepat keadaan kembali ke titik stabil setelah periode sebelumnya mengalami
guncangan, Suku koreksi kesalahan biasanya berada di antara -1 dan 0.

Model kedua untuk mengungkap arah kausalitas antara indeks kapasitas fiskal, pendapatan
termobilisasi, kemandirian fiskal, pertumbuhan pendapatan, kekuatan pajak daerah,
kontribusi PAD terhadap pendapatan, realisasi PAD, kontribusi PAD terhadap PDRE Non
Migas serta kontribusi PAD terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah,
diselidiki dengan menerapkan pendekatan kausalitas Granger VECM setelsh
mengkonfirmasi kointegrasi antar variabel. Menurut Granger (1969), model koveksi
kesalahan vektor (VECM] lebih tepat untuk memeriksa kausalitas antar seri jika variabel
terintegrasi dalam I (1). VECM adalah bentuk terbatas dari vektor autoregresif tak tentu dan
pembatasan diberlakukan jika terdapat hubungan jangka panjang antar seri, Sistem model
koreksi kesalahan (ECM) menggunakan semua seri secara endogen. Sistemn ini
memungkinkan variabel yvang diprediksi untuk menjelaskan dirinya sendiri baik melalui
lag-nya sendiri maupun indol dari variabel gaya, serta dalam istilah koreksi kesalahan dan
dalam hal residual. Persamaan VECM disajikan sebagai berikut:

IHS51 8 . S Ei di] [IKSS1, ar Pae
(1=pg) | 1ks52) = |4 +Z{1—Jﬁ]| Yo Vam Vam | X |THSSZeey |+ | O ECT,_y + |P2e (3]
kss3l ;] S Parp Pam Pagd [IK553.,] LM 3t
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